BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 2& qamunr 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KORIDOR TUN ABDUL RAZAK

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2042
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S5 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Koridor
Tun Abdul Razak Tahun 2023-2042;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KORIDOR TUN ABDUL RAZAK TAHUN 2023-2042,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I,
o
3.

O

Daerah adalah Kabupaten Gowa.

Bupati adalah Bupati Gowa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
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sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur
Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata
ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang,
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
Kabupaten dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten yang akan atau perlu
disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian
dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Sarana Pelayanan Umum vyang selanjutnya disingkat SPU adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga
dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk
tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang telah
ditetapkan.

Saluran Udara Tegangan Tinggi yvang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di
udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima} kilovolt sampai
dengan 230 (dua ratus tiga puluh} kilovolt sesuai dengan standar di bidang
ketenagalistrikan.

Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt)
sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).

Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di
udara bertegangan nominal lebih dari 40 V (empat puluh volt] sampai
dengan 1 kV (satu kilo volt).

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
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irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang
sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat
KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar
udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam
rangka menjamin keselamatan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B
adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan
yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam
pelaksanaan pembangunan.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

Roo a0 o

Delineasi WP

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan

kelembagaan.
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BAB III
DELINEASI WP
Pasal 3

Delineasi WP Koridor Tun Abdul Razak ditetapkan sebagai WP III Daerah

berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas keseluruhan

kurang lebih 1.146,81 (seribu seratus empat puluh enam koma delapan
satu) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang

di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas WP Koridor Tun Abdul Razak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar,

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tombolo, Kelurahan
Paccinongang, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Mawang
Kecamatan Somba Opu serta Kelurahan Romang Lompoa dan
Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu;

c. sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Borongalala dan
Kelurahan Sunggumanai Kecamatan Pattallassang.

Delineasi WP Koridor Tun Abdul Razak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara administratif meliputi:

a. sebagian Kecamatan Bontomarannu yaitu sebagian Kelurahan
Romang Lompoa; dan

b. sebagian Kecamatan Somba Opu, meliputi:

1. sebagian Kelurahan Samata;

2. sebagian Kelurahan Tombolo;

3. sebagian Kelurahan Romangpolong; dan
4. sebagian Kelurahan Paccinongang,

Delineasi WP Koridor Tun Abdul Razak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 8 (delapan) Blok meliputi:

a. SWP IILA mencakup sebagian Kelurahan Tombolo dan sebagian
Kelurahan Paccinongang meliputi Blok II1L.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP II.LB mencakup sebagian Kelurahan Samata dan sebagian
Kelurahan Romangpolong meliputi Blok III.B.1 dan Blok IIL.B.2;

c. SWP III.C mencakup sebagian Kelurahan Samata dan sebagian
Kelurahan Romangpolong meliputi Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP IIL.D mencakup sebagian Kelurahan Samata, sebagian Kelurahan
Romangpolong, dan sebagian Kelurahan Romang Lompoa meliputi
Blok II1.D. 1 dan Blok III.D.2.

e. SWP IILA mencakup sebagian Kelurahan Tombolo dan sebagian
Kelurahan Paccinongang meliputi Blok I11.A.1 dan Blok I11.A.2;

f. SWP III.LB mencakup sebagian Kelurahan Samata dan sebagian
Kelurahan Romangpolong meliputi Blok II1.B.1 dan Blok III.B.2;

g. SWP III.C mencakup sebagian Kelurahan Samata dan sebagian
Kelurahan Romangpolong meliputi Blok II1.C.1 dan Blok II1.C.2; dan

h. SWP II.D mencakup sebagian Kelurahan Samata, sebagian Kelurahan
Romangpolong, dan sebagian Kelurahan Romang Lompoa meliputi
Blok II1.D. 1 dan Blok III.D.2.

Lingkup WP Koridor Tun Abdul Razak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta ruang lingkup WP dengan ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati

Pembagian SWP dan Blok pada WP Koridor Tun Abdul Razak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta pembagian WP, SWP dan

Blok dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala



1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Koridor Tun Abdul Razak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b yaitu terwujudnya Koridor Jalan Tun Abdul Razak sebagai
pusat pelayanan permukiman, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa skala
regional dan skala nasional di Metropolitan Mamminasata yang ramah
lingkungan, layak huni, dan tangguh bencana.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

()

(5)

(6)

BABV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencanajaringan transportasi; dan

c. rencana jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan; dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdapat di SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1.

Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufb terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf ¢ meliputi:

a. pusat lingkungan Kecamatan;

b. pusat lingkungan Kelurahan; dan/atau

c. pusat rukun warga.

Pusat lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a berupa Pusat Lingkungan Kecamatan Somba Opu di SWP IILA

pada Blok IIL.A.1.

Pusat lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}

huruf b meliputi:

a. pusat lingkungan Kelurahan Samata terdapat di SWP III.C pada Blok
IILAC.2: das
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b. pusat lingkungan Kelurahan Romangpolong di SWP III.B pada Blok
IIL.B.2.

Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf c terdapat
di:

a. SWP IIL.A pada Blok III.A.2;

b. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok II1.D.2.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang rencana
pengembangan pusat pelayanan dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Rencanajaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
{1) hurufb meliputi:

a. jalan umum;

b. jembatan;

c. halte; dan

d. jaringan jalur kereta api antarkota.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan
transportasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1} huruf a
meliputi:

a. jalan kolektor primer;

b. jalan lokal sekunder; dan

c. jalan lingkungan primer.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
status jalan Provinsi meliputi:

Jalan Tun Abdul Razak melintas di SWP IIL.A, SWP II1.B, dan SWP II1.C;
Jalan Aeropala melintas di SWP IILA;

Jalan Kacong Dg. Lalang melintas di SWP IILA;

Jalan Mustafa Dg. Bunga melintas di SWP IIL.B dan SWP IIL.C;

Jalan Abd. Kadir Dg. Suro melintas di SWP III.B dan SWP III.C;

Jalan Tamangapa Raya melintas di SWP IIl.B dan SWP III.C; dan

g Jalan H.M Yasin Limpo melintas di SWP III.C dan SWP IIL.D.

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. JL Karaeng Makkawari melintas di SWP II[.Adan SWP IILB;

b. Jl. Veteran melintas di SWP III.C; dan

c. JL Macanda melintas di SWP III.C.

"0 R0 o



(4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

J1. Bontotangnga melintas di SWP IILA;

J1. Kompleks BTN H. Banca melintas di SWP IILA;

JI. Mawar melintas di SWP IILA;

JL. Melati melintas di SWP IILA;

J1. Mustafa Dg. Bunga V melintas di SWP II1.B; dan

jalan lingkungan primer lainnya melintas di SWP IIL.A, SWP IIL.B, SWP

II1.C, dan SWP IILD.

S0 An o P

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jembatan pada saluran pembuang tombolo di SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1
dan Blok II1.A.2;
b. jembatan pada saluran pembuang bianring terdapat di:
1. SWP IIL.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
2. SWP IILC pada Blok III.C.1;
c. jembatan pada saluran pembuang borongpalala terdapat di:
1. SWP IIIL.C pada Blok III.C.2; dan
2. SWP IILD pada Blok III.D.1 dan Blok II1.D.2;
d. jembatan pada saluran pembuang kajenjeng di SWP IIL.D pada Blok III.D.2;
e. jembatan pada saluran pembuang romangpolong di SWP IIl.D pada Blok
II11.D.2; dan
f.  jembatan pada Jalan H.M Yasin Limpo di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan
Blok II1.C.2.
Paragraf 4
Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ merupakan titik
pemberhentian untuk Teman Bus terdapat di:

SWP IIL.A pada Blok II.A.1 dan Blok IIL.A.2;

SWP IIL.B pada Blok II.B.2;

SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

SWP II1.D pada Blok II1.D.1 dan Blok III.D.2.

2 b B

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 11

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan
jalur kereta api Makassar-Takalar-Bulukumba-Watampone.

(2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan
kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

cpao o
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(3)

(4)
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rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum,

rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yaitu saluran udara tegangan tinggi meliputi:

a. saluran udara tegangan tinggi dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) kV
Tello-Borongloe melintas di SWP IIL.A; dan

b. saluran udara tegangan tinggi dengan kapasitas 150 (seratus lima
puluh) kV Tello-Sungguminasa melintas di SWP IILA.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. saluran kabel tegangan menengah melintas di SWP IILA, SWP IILB,
SWP III.C, dan SWP III.D; dan

b. saluran distribusi lainnya melintas di SWP IIL.A, SWP III.B, SWP III.C,
dan SWP IIL.D.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa gardu

distribusi terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP IIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP IIL.D pada Blok III.D.1.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan energi

dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf b terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan serat optik melintas di SWP IILA, SWP IIL.B, SWP III.C, dan
SWP IILD; dan

b. telepon fixed line melintas di SWP IIL.A, SWP IIL.B, SWP III.C, dan SWP
IIL.D.

Jaringan bergerak seluler sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berupa menara Base Transceiver Station terdapat di:

a. SWP IIL.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP IIL.B pada Blok IIL.LB.2;

c. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP IILD pada Blok III.D.2.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan

telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

Rencanajaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ meliputi:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II1.D; dan

b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II1.B dan SWP III.C.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupajaringan pengendalian banjir melintas di SWP IIILA, SWP IIL.B, SWP
[II.C, dan SWP IIL.D.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
berupa pintu air terdapat di SWP II1.D pada Blok II1.D.1 dan Blok II1.D.2.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencanajaringan sumber
daya air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d berupajaringan perpipaan meliputi:
a. unit produksi;
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b. unit distribusi; dan
c. unit pelayanan.
Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
jaringan transmisi air minum melintas di SWP IILLA, SWP IIL.B, SWP IIL.C,
dan SWP IIL.D.
Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
jaringan distribusi pembagi melintas di SWP IIL.A, SWP IILB, SWP IIL.C,
dan SWP IILD.
Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. hidran umum terdapat di

1. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Blok IIL.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok IIL.B.2;

3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

4. SWP IIL.D pada Blok III.D.1 dan Blok II1.D.2;
b. hidran kebakaran terdapat di:

1. SWP IILA pada Blok IIL.A.1;

2. SWP III.B pada Blok II1.B.1 dan Blok IIL.B.2;

3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok II1.D.2.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan air
minum dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

Rencana pengelolaan air [imbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun secbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢ berupa
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi:
a. subsistem pelayanan;
b. subsistem pengumpulan; dan
c. subsistem pengolahan terpusat.
Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berupa
pipa persil melintas di SWP IIL.A, SWP II1.B, SWP III.C, dan SWP IIL.D.
Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. pipa retikulasi melintas di SWP IIL.B dan SWP III.C; dan
b. pipa induk melintas di SWP IILA, SWP IIL.B, SWP III.C, dan SWP IIL.D.
Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf ¢ meliputi:
a. [PAL kota terdapat di SWP IILD pada Blok II1.D.1; dan
b. IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman terdapat di:

1. SWP IIL.A pada Blok III.LA.1 dan Blok IIL.A.2;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

4. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta
rencana Struktur Ruang rencana jaringan air limbah dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf f terdiri atas:

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle ; dan

b. tempat penampungan sementara.

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II1.C pada Blok III.C.2.
Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat di:

a. SWP IIL.A pada Blok III.A.1 dan Blok IIL.A.2;

b. SWP IILB pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

c. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP III.D pada Blok IIL.D.1 dan Blok II1.D.2.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan
persampahan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. bangunan pelengkap drainase.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melintas di SWP IILA, SWP II1.B, SWP III.C, dan SWP I1L.D.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
melintas di SWP IILA, SWP IIL.B, SWP lII.C, dan SWP IILD.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
melintas di SWP IIL.A, SWP II1.B, SWP III.C, dan SWP IILD.

Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP IIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

c. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP IIL.D pada Blok III.D.1 dan Blok IIL.D.2.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan
drainase dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 20

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf h, terdiri atas:
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jalur evakuasi bencana;

tempat evakuasi;

jalur sepeda; dan

jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

Jalan Aroepala melintas di SWP IILA;

Jalan Abd. Kadir Dg. Suro melintas di SWP II1.B dan SWP IIL.C;

Jalan H.M Yasin Limpo melintas di SWP IILC dan SWP IILD;

Jalan Mustafa Dg. Bunga melintas di SWP IIL.B dan SWP IIL.C;

Jalan Tamangapa Raya melintas di SWP IIL.B dan SWP IIL.C;

Jalan Tun Abdul Razak melintas di SWP III.A dan SWP IILB;

J1. Bontotangnga melintas di SWP IIL.A; dan

jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP III.C.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. titik kumpul;

b. tempat evakuasi sementara; dan

c. tempat evakuasi akhir.

Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa taman
dan tanah lapang terdapat di

a. SWP IILA pada Blok III.A.1;

b. SWP IIL.C pada Blok III.B.2; dan

c. SWP IILD pada Blok II1.D.1.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
meliputi:

a. MA/MTS Madani Alauddin di SWP IILA pada Blok III.A.1;

b. Masjid Muhammad Cheng Ho di SWP IIL.B pada Blok II1.B.2;

c. RS Yapika di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

d. Universitas Patria Arta di SWP IILA pada Blok III.A.2.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
meliputi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terdapat di SWP II1.C
pada Blok IIL.C. 1.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. Jalan Aroepala melintas di SWP IILA,

b. Jalan Abd. Kadir Dg. Suro melintas di SWP II1.B dan SWP II1.C;

c. Jalan Mustafa Dg. Bunga melintas di SWP III.B dan SWP IIL.C;

d. Jalan Tamangapa Raya melintas di SWP IIL.B dan SWP IIL.C; dan

e. Jalan Tun Abdul Razak melintas di SWP IILA, SWP IIL.B, dan SWP IIL.C.
Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
terdapat di Jalan H.M Yasin Limpo melintas di SWP III.C dan SWP IILD.
Rencanajaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan pada peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan
prasarana lainnya dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
dikelompokkan ke dalam klasifikasi Zona meliputi:
a. Zona Lindung; dan



b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta rencana Pola Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri
atas:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona RTH dengan kode RTH; dan

¢c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

(1} Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh)
hektare berupa Subzona perlindungan setempat dengan kode PS.

(2) Subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) hektare
terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Blok II[.A.2;
b. SWP IIL.B pada Blok IIL.B.1 dan Blok II1.B.2;
c. SWP IILC pada Blok III.C.2; dan

d. SWP IILD pada Blok II1.D. 1 dan Blok III.D.2.

Paragraf 3
Zona RTH

Pasal 24

(1} Zona RTH dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
hurufb dengan luas 20,13 {dua puluh koma satu tiga) hektare meliputi:
a. Subzona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

b. Subzona taman RW dengan kode RTH-5;
c. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
d. Subzonajalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Subzona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare
terdapat di SWP Iil.D pada Blok IiI.D.1.

(3) Subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf b dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare,
terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok IIL.A.1; dan
b. SWP IIL.B pada Blok IIL.B. 1.

(4) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ dengan luas 17 (tujuh belas} hektare terdapat di:

a. SWP IIL.A pada Blok IILA.1;
b. SWP Iil.B pada Blok IIL.B. 1; dan
c. SWP IIL. C pada Blok IIL.C. 1.



(5} Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dengan luas 2,4 (dua koma empat) hektare terdapat di:
a. SWP IILA pada Blok II.LA.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP IILB pada Blok III.B.1 dan Blok II1.B.2; dan
c. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 25

Zona bhadan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf ¢ dengan luas 18,43 (delapan belas koma empat tiga} hektare berupa
Subzona badan air dengan kode BA terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Blok II1.A.2;

b. SWP IILB pada Blok II1.B.1 dan Blok III.B.2;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP IILD pada Blok IIL.LD.1 dan Blok IT1.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b
meliputi:

Zona pertanian dengan kode P;

Zona pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU,;
Zona campuran dengan kode C;

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; dan
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.
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Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 27

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a dengan luas 136,23 (seratus tiga puluh enam koma dua tiga)
hektare berupa Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:

a. SWP IIL.C pada Blok III.C.2; dan

b. SWP IILD pada Blok II1.D.1 dan Blok II1.D.2.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b dengan luas 3,21 (tiga koma dua satu)] hektare berupa Subzona
Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP IIL.D pada Blok IIL.D. 1.
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Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 29

Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf ¢ dengan luas 715,46 (tujuh ratus lima belas koma empat enam)
hektare meliputi:

a. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

b. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 522,6 (lima ratus dua puluh
dua koma enam) hektare terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.LA.1 dan Blok IIL.A.2;

b. SWP IILB pada Blok II1.B.1 dan Blok III.B.2;

c. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d. SWP IIL.D pada Blok II1.D.1 dan Blok III.D.2.

Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 192,86 (seratus sembilan
puluh dua koma delapan enam) hektare terdapat di:

SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1 dan Blok IIL.A.2;

SWP IILB pada Blok II1.B.2;

SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

SWP IILD pada Blok II1.D.1 dan Blok IIL.D.2.
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Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 50,06 (lima puluh koma
nol enam) hektare meliputi:

a. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

c. Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan

d. Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 45,38 (empat puluh lima koma tiga
delapan) hektare terdapat di:

a. SWP IlLA pada Blok I11.A.1 dan Blok III.A.2;

b. SWP IIL.B pada Blok II1.B.2; dan

c. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,1 (dua koma satu)
hektare terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.LA.1 dan Blok IIL.LA.2; dan

b. SWP IIL.D pada Blok III.D.1.

Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ dengan luas 1,93 (satu koma sembilan
tiga) hektare terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Bleok III.A.2;

b. SWP IILB pada Blok II1.B.1 dan Blok II1.B.2;

c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

d. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare
terdapat di:



SWP IIL.A pada Blok IILA.1;
SWP IIL.B pada Blok III.B.1;
SWP IIL.C pada Blok III.C.2; dan
SWP II1.D pada Blok II1.D. 1.
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Paragraf 6
Zona Campuran

Pasal 31

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf e dengan luas 22,11 (dua puluh dua koma satu satu) hektare berupa
Subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
a. SWP IILA pada Blok II1.A.2; dan

b. SWP IILB pada Blok II1.B.2.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 102,84 (seratus dua koma delapan
empat) hektare meliputi:

a. Subzona perdagangan danjasa skala kota dengan kode K-1;
b. Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2} Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dengan luas 41,16 (empat
puluh satu koma satu enam) hektare terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
b. SWP III.B pada Blok III.B.2.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dengan luas 61,25 (enam
puluh satu koma dua lima} hektare terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok IILA.1;

b. SWP IIL.B pada Blok IIL.B.1 dan Blok I11.B.2;

c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok II1.C.2; dan
d. SWP IIL.D pada Blok II1.D.1 dan Blok II1.D.2.

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 0,43 (nol
koma empat tiga) hektare terdapat di SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf g dengan luas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare berupa Subzona
perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IIL.C pada Blok II1.C.2.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 hurufh dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berupa Subzona
pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP IIL.C pada Blok
[ILC.2,



Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf i dengan luas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektare berupa
Subzona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.C pada Blok
Led,

(1)

(2)

(1)

(@)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang
dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Koridor Tun Abdul Razak.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan KKKPR

Pasal 37

Pelaksanaan KKKPR di WP Konidor Tun Abdul Razak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KKKPR sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:

program perwujudan;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi program Pemanfaatan Ruang priontas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan /atau Blok.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja provinsi;

anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

swasta;

masyarakat; dan

Pao o
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(5)

(6}

(1)

(2)

(4)

f.  sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf d dilaksanakan oleh:

kementerian/lembaga,;

satuan kerja perangkat Daerah;

swasta;

masyarakat; dan/atau

pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf e dibagi dalam 5 (lima) tahapan pelaksanaan meliputi:

tahapan perencanaan I pada periode tahun 2023-2026;

tahapan perencanaan Il pada periode tahun 2027-2031,

tahapan perencanaan Ill pada periode tahun 2032-2036;

tahapan perencanaan IV pada periode tahun 2037-2041; dan

tahapan perencanaan V pada periode tahun 2042.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dalam bentuk tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang

prioritas RDTR Koridor Tun Abdul Razak tercantum dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
PZ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan

Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara

dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah,;

acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;

acuan dalam pengenaan sanksi;

rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan

penetapan lokasi investasi.

Acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki manfaat:

a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;

b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimumkan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan

c. meminimumkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.

PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. aturan dasar; dan/atau

b TPZ
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Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5} huruf a meliputi:
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ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimum,;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan
kode terdiri atas:

a. klasifikasi | merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. Klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan

d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan

dengan Kklasifikasi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona

atau Subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas

dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan

ketentuan:

a. Kklasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala
pelayanan tertentu sesuai dengan standar kebutuhan dan/atau kajian
oleh instansi teknis terkait;

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan hanya untuk kegiatan penunjang
mendukung fungsi kegiatan utama,;

c. klasifikasi T3 berupa pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang
dengan pengurangan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 20% (dua
puluh persen) dan peningkatan Koefisien Dasar Hijau sebesar 20%
(dua puluh persen) dengan tujuan untuk mengurangi dominasi
pemanfatan Ruang di sekitarnya); dan

d. Kklasifikasi T4 berupa pembatasan hanya untuk kegiatan/penggunaan
lahan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati RDTR ini ditetapkan
dan tidak mengganggu zona dasar; dan

e. Kklasifikasi TS berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk
kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan rekomendasi dari
instansi teknis terkait, dapat berupa:

1. waktu operasi berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;

2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja
dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;

3. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha
lebih lanjut tidak diperkenankan; dan

4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu
dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang harus
memenuhi persyaratan tertentu dengan ketentuan:



(6)

(7)

(8)

a. Klasifikasi B1 untuk kegiatan yang diizinkan dengan syarat wajib
memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait;

b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang diizinkan dengan syarat untuk
kegiatan tertentu yang memakai jenis perkerasan tidak kedap air;

c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang diizinkan dengan syarat wajib
menyediakan sarana, prasarana dan/atau ketentuan khusus lainnya
yvang dapat meminimalisir banjir atau genangan;

d. klasifikasi B4 untuk kegiatan yang diizinkan dengan syarat bagi
kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas
publik/sarana/prasarana vyang didanai oleh Pemerintah dan/atau
Swasta;

e. klasifikasi BS untuk kegiatan yang diizinkan dengan syarat wajib
menyediakan RTH dan/atau kegiatan dengan konsep ramah
lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas RTH berdasarkan
rekomendasi dari instansi teknis terkait; dan

f.  klasifikasi B6 untuk kegiatan yang diizinkan dengan syarat kegiatan
dengan potensi pencemaran lingkungan vyang tidak luas atau
menggunakan rekayasa lingkungan yang dapat meminimalisir dampak
lingkungan yang luas.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

dengan Kklasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak

sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6} huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Subzona
perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona RTH dengan kode RTH meliputi:

1. Subzona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
2. Subzona taman RW dengan kode RTH-5;
3. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
4. Subzonajalur hijau dengan kode RTH-§;

c. Zona badan air dengan kode BA berupa Subzona badan air dengan
kode BA.

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat {6) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Subzona tanaman pangan
dengan kode P-1;

b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Subzona pariwisata dengan
kode W;

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
2. Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
3. Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
4. Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4;

e. Zona campuran dengan kode C berupa Subzona campuran intensitas

menengah/sedang dengan kode C-2;



9)

(2)

(3)

(3)

f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
2. Subzona perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2; dan
3. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
g Zona perkantoran dengan kode KT berupa Subzona perkantoran
dengan kode KT;
h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Subzona pengelolaan
persampahan dengan kode PP; dan
i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Subzona
pergudangan dengan kode PL-6.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona
terbangun yang dipersyaratkan pada Zona dan/atau Subzona.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

koefisien dasar bangunan maksimum,;

koefisien lantai bangunan maksimum,;

koefisien dasar hijau minimal;

luas kaveling minimum,

koefisien tapak basement maksimum; dan

koefisien wilayah terbangun maksimum.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan
Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana
minimal tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

NN

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c
merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan
tampilan bangunan pada suatu Zona atau Subzona untuk menjaga
keselamatan dan keamanan bangunan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketinggian bangunan maksimum;

b. tinggi peil lantai (dasar) bangunan;

c. garis sempadan bangunan minimum; dan

d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan
tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung
minimal yang harus ada pada setiap zona peruntukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam
rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan
prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan
Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana
minimal tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e
merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan
penggunaan lahan pada Zona dan/atau Subzona yang memiliki fungsi
khusus dan terjadi pertampalan dengan fungsi Zona dan/atau Subzona
lainnya.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

KKOP;

LP2B;

Kawasan rawan bencana;

tempat evakuasi bencana; dan

Kawasan sempadan.

Pao T

Pasal 46

Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf a mengacu pada KKOP Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin meliputi:

a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan

b. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

ketentuan arahan Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta
menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam KKOP harus
memenuhi batas ketinggian sesuai dengan ketentuan teknis yang
diatur oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan,;

b. untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan ancangan
pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah
ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu; dan

c. untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap KKOP,
harus memenuhi syarat:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi

penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan
pesawat udara;



tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara
dengan lampu lain;

tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan bandar udara;

tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara
lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas
landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud
mempergunakan bandar udara.

(3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)} huruf a meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Subzona tanaman pangan
dengan kode P-1 terdapat di:

L
2,

SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
SWP IIL.D pada Blok II1.D.1 dan Blok I11.D.2;

b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Subzona pariwisata dengan
kode W terdapat di SWP II1.D pada Blok 111.D.1;
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

L

Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:

a) SWP IILA pada Blok II1.A.1 dan Blok I1I1.A.2;

b} SWP II1.B pada Blok 111.B.1 dan Blok I111.B.2;

¢) SWP IIL.C pada Blok 111.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d) SWP IIL.D pada Blok I11.D.1 dan Blok II1.D.2;

Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat
di:

a} SWP IILA pada Blok II1.A.1 dan Blok I11.A.2;

b} SWP II1.B pada Blok I111.B.2;

¢) SWP III.C pada Blok II1.C.1 dan Blok III.C.2; dan

d} SWP IIL.D pada Blok II1.D.1 dan Blok I11.D.2;

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

i

Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

a} SWP IIL.A pada Blok IIL.A.2;

b} SWP III.B pada Blok 111.B.2; dan

cj SWP III.C pada Blok I11.C.1 dan Blok III.C.2;

Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
a} SWP IILA pada Blok IILA.1; dan

b} SWP IIL.D pada Blok I11.D.1;

Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
a) SWP III.B pada Blok I11.B.1 dan Blok I111.B.2;

b} SWP III.C pada Blok 111.C.2; dan

¢} SWP IIL.D pada Blok I11.D.1;

Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:

a) SWP III.B pada Blok 111.B.1;

b} SWP III.C pada Blok 111.C.2; dan

¢} SWP IIL.D pada Blok I11.D.1;

€. Zona campuran dengan kode C berupa Subzona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:

1.
2.

SWP IIL.A pada Blok I11.A.2; dan
SWP III.B pada Blok II1.B.2;

f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1.

Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a) SWP IIL.A pada Blok 111.A.1 dan Blok IIL.A.2; dan
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(5)

(1)

b) SWP IIL.B pada Blok I11.B.2;
2. Subzona perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2 terdapat
di:
a) SWP IILB pada Blok II1.B.1 dan Blok III.B.2;
b) SWP III.C pada Blok I11.C.1 dan Blok III.C.2; dan
c) SWP III.D pada Blok II1.D.1 dan Blok II1.D.2;

g Zona perkantoran dengan kode KT berupa Subzona perkantoran
dengan kode KT terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;

h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Subzona pengelolaan
persampahan dengan kode PP terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
dan

j- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Subzona
pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufb meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Subzona tanaman pangan
dengan kode P-1 terdapat di SWP IIL.D pada Blok III.D.1 dan Blok
I11.D.2;

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:
a) SWP IILA pada Blok IIL.A.1 dan Blok III.A.2; dan
b) SWP IIL.D pada Blok II1.D.1.

2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat
di:
a) SWP IILA pada Blok II.LA.2; dan
b) SWP IIL.D pada Blok I11.D.1 dan Blok II1.D.2.

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IILA
pada Blok IILA. 1,

2. Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP Il1.A pada Blok III.A.2;

3. Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP
IIL.A pada Blok II11.A.1 dan Blok III.A.2; dan

4. Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP IILA
pada Blok IILA.1.

Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)

huruf b ditetapkan ketentuan arahan Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. LP2B yang ditetapkan merupakan LP2B yang dilarang dialihfungsikan;

b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah
Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis
Nasional, kepentingan umum dan/atau bencana alam,;

c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan
yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B seperti
keadaan semula;

d. alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah
untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan
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jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e. dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan
pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah; dan

f. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah kepada pemilik lahan dan penggarap
yang mempertahankan lahannya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas

100,41 (seratus koma empat satu} hektare meliputi Zona pertanian

dengan kode P berupa Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat

di:

a. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan

b. SWP IILD pada Blok IIL.D.1 dan Blok II1.D.2.

Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang LP2B

dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) huruf ¢ merupakan Kawasan yang memiliki pertampalan
dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk
mitigasi bencana;

b. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan
pergerakan tanah akibat dampak banjir;

c. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke
bangunan atau ke lingkungan permukiman;

d. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimum 2 (dua)
lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara
banjir;

e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi
sementara ketika banjir datang, dilengkapi dengan akses tangga
darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;

f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan
biopori dan/atau sumur resapan dan kolam retensi untuk kegiatan
kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;

g. penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas
lahan untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non
tunggal;

h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya
terbangun meliputi:

1. KDB maksimum sebesar 40% (empat puluh persen); dan
2. KDH minimum sebesar 50% (lima puluh persen).

i. RTNH menggunakan perkerasan yang mudah meresapkan air ke

dalam tanah;

setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau sumur resapan.

menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh

petugas evakuasi dan kendaraan evakuasi; dan

i
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l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi
daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang menggangu fungsi
resapan air.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa Kawasan rawan bencana banjir tinggi meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Subzona tanaman pangan
dengan kode P-1 terdapat di:

1. SWP IIL.C pada Blok II1.C.2; dan
2. SWP IIL.D pada Blok I11.D.1 dan Blok II1.D;

b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Subzona pariwisata dengan
kode W terdapat di SWP II1.D pada Blok II1.D.1;

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di:
a} SWP IILA pada Blok II1.A.1 dan Blok II1.A.2;
b} SWP IILB pada Blok I11.B.1 dan Blok I11.B.2;
c) SWP IIL.C pada Blok II1.C.2; dan
d) SWP IIL.D pada Blok II1.D.1 dan Blok I11.D.2;

2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat
di:
a) SWP IILA pada Blok II1.A.1 dan Blok II1.A.2;
b) SWP IIL.B pada Blok III1.B.2;
c) SWP IIL.C pada Blok I11.C.1 dan Blok I11.C.2; dan
d) SWP IILD pada Blok I11.D.1 dan Blok II1.D.2;

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
a} SWP IILA pada Blok IILA.1 dan Blok I11.A.2; dan
b} SWP IIL.C pada Blok II1.C.1;

2. Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok II1.A.1 dan Blok III.A.2; dan
b} SWP IIL.D pada Blok I11.D.1;

3. Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP
IIILA pada Blok IILA. 1;

e. Zona campuran dengan kode C berupa Subzona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:

1. SWP IILA pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
2. SWP II1.B pada Blok 1I1.B.1 dan Blok II1.B.2;

f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di:
a] SWP IILA pada Blok II.A.1 dan Blok I11.A.2; dan
b} SWP lI1.B pada Blok I11.B.2;

2. Subzona perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2 terdapat
di:
a) SWP II1.B pada Blok II1.B.2;
b} SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok I11.C.2; dan
c) SWP lIL.D pada Blok I111.D.1 dan Blok I111.D.2;

3. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP II.A pada Blok II[.A.1; dan

g. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Subzona
pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.C pada Blok II1.C.1.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang

Kawasan rawan bencana dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

Tt



(1)

(2)

(3)

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (2} huruf d merupakan ketentuan pada Zona dan/atau

Subzona yang memiliki pertampalan dengan tempat evakuasi bencana

meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. tempat evakuasi sementara merupakan Ruang penyelamatan diri dan
berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk vyang akan
melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir, meliputi:

1. waktu tempuh Iokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10
{sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan
beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;

2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400 -
600 {empat ratus hingga enam ratus} meter dari pusat Permukiman
atau aktivitas Masyarakat;

3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah

dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap;

bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi

sementara dengan akses tangga darurat dan/atau akses
kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;

6. menyediakan Ruang jalur evakuasi; dan

7. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan
elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;

b. tempat evakuasi akhir merupakan tempat penampungan penduduk di
Kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu
tertentu, meliputi:

1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;

2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan
untuk memudahkan evakuasi;

3. memiliki standar minimal daya tampung Ruang evakuasi dengan
standar minimal kebutuhan Ruang yang dianjurkan yaitu 3
m? /orang (tiga meter persegi per orang);

4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan, dan lain-lain
yang mencukupi;

5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan
pengungsi; dan

6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap.

c. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi bencana pada Ruang
yvang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} huruf a berupa tempat evakuasi sementara meliputi Zona sarana

pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

a. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

1. SWP IILA pada Blok I11.A.2; dan

2. SWP III.C pada Blok II1.C.2;

b. Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP
IIILA pada Blok II1.A.1; dan

I =
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c. Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP
III.B pada Blok II1.B.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir meliputi Zona sarana
pelayanan umum dengan kode SPU berupa Subzona SPU skala kota
dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang
tempat evakuasi bencana dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) huruf e meliputi:

a. sempadan situ, danau,embung, dan waduk; dan

b. sempadan ketenagalistrikan.

Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a. sempadan situ, danau,embung, dan waduk meliputi:

1. ketentuan lebar sempadan danau di Koridor Tun Abdul Razak yaitu
Danau Jenemirasa sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan, ditentukan mengelilingi danau paling
sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi
yang pernah terjadi;

2. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran)
diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan
ekosistem alami;

3. tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan
baru kegiatan budi daya terbangun kecuali hanya untuk bangunan
penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan
pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan
pengolahan air bakuy;

4. menyediakan akses publik menuju danau; dan

5. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk Ruang untuk
jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.

b. sempadan ketenagalistrikan meliputi

1. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara meliputi:

a) saluran udara tegangan tinggi dengan tegangan 70 (tujuh
puluh} kV Tello-Borongloe memiliki ketentuan Ruang bebas
minimum sebesar 7 (tujuh) meter dari sumbu vertikal menara;
dan

b} saluran udara tegangan tinggi dengan tegangan 150 (seratus
lima puluh} kV Tello-Sungguminasa memiliki ketentuan Ruang
bebas minimum sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal
menara;

2. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama,
serta mudah dalam perawatan;

3. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat
puluh persen) meliputi:

a) penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran
kebakaran;

b} jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik
tengah Menara meliputi:
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¢) lapangan terbuka atau Daerah terbuka minimal 8,5 (delapan
koma lima) meter;
d) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
€) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal S5 (lima)
meter;
f) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;
g) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
h) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi,
antena, dan kereta gantung maksimal 4 {empat) meter.
Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Subzona tanaman pangan
dengan kode P-1 terdapat di SWP III.D pada Blok II1.D.1; dan
b. Zona perumahan dengan kode R berupa Subzona perumahan
kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IIL.D pada Blok
IL.D.1.
Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa sempadan ketenagalistrikan meliputi:
a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat
di SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1 dan Blok IIL.A.2; dan
2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat
di SWP III.A pada Blok IIL.A.1 dan Blok IIL.A.2;
b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Subzona SPU
Skala Kota terdapat di SWP IILA pada Blok II.A.1; dan
c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
terdapat di SWP IIL.A pada Blok IIl.A.1 dan Blok I11.A.2; dan
2. Subzona perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2 terdapat
di SWP IIl.A pada Blok IIL.A.1.
Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang
Kawasan sempadan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f,

terdiri atas:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai
dengan PZ; dan

d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang
berbeda dengan fungsi Ruang zona peruntukannya.

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk

menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan

massa Ruang yang ditetapkan dalam PZ.

Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan Insentif

bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata

Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang
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memberikan Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak

sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatifbagi

Masyarakat.

Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR;
dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila

Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat

untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan

kepada Masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana,;

c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau

d. penghargaan.

Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat

diberikan dalam bentuk:

pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa Ruang;

urun saham,;

penyediaan prasarana dan sarana;

fasilitasi KKKPR;

penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi.

DlSlIlSCIltlf kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

b. pengenaan kompensasi; dan/atau

c. penalti

Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berlaku untuk

Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR

atau PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai

prosedur yang benar.

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur

status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi Ruang zona

peruntukannya.
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(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan

(1)

(2)

(3)

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan
Bupati

Pasal 52
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdapat

di:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Subzona
perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona badan air dengan kode BA berupa Subzona badan air dengan
kode BA;
¢c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Subzona pariwisata dengan
kode W;
d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
€. Zona campuran dengan kode C berupa Subzona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2; dan
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Subzona perdagangan danjasa skala kota dengan kode K-1; dan
2. Subzona perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2.
Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona perlindungan setempat
dengan kode PS berupa Subzona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan yang
berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terbangun
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Subzona PS
meliputi:
a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. kegiatan terbatas dan kegiatan bersyarat dilakukan pembatasan
dan pelaksanaan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan penimbunan atau melakukan urugan pada bagian tepi
badan air dibatasi hanya untuk pembangunan tanggul sungai,
prasarana sarana sumber daya air dan kegiatan lainnya yang telah
mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis yang membidangi.

b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan/atau terbatas
bersyarat yang mendukung konservasi danau dan sungai berhak
mendapatkan Insentif; dan

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dikenakan
Disinsentif.

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai
dengan PZ meliputi:

1. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki
risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi Ruang; dan

2. kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan
dengan ketentuan dialihkan keluar dari zona perlindungan
setempat sesuai kavling bidang tanah yang dikuasai dan telah
mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dinas teknis.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona badan air dengan kode
BA berupa Subzona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan berlaku bagi kegiatan dan
penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya



(4)

(5)

Peraturan Bupati ini dan berada pada Subzona BA meliputi:

a.

b.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. kegiatan penimbunan atau melakukan urugan pada bagian tepi
badan air dibatasi hanya untuk pembangunan tanggul sungai,
prasarana sarana sumber daya air, dan kegiatan lainnya yang telah
mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis yang membidangi;

2. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya perikanan,
pemanfaatan wisata berbasis sungai dan danau, rekreasi dan
olahraga air, Ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan
penelitian tentang sungai dan danau dengan batasan memiliki
konstruksi bangunan air yang adaptif dan menyediakan jalur,
rambu dan Ruang evakuasi banjir; dan

3. dilarang melakukan pembangunan baru untuk menurunkan risiko
Pemanfaatan Ruang air, kecuali bangunan prasarana sumber daya
air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
jaringan telekomunikasi, jaringan ketenagalistrikan dan kegiatan
lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis
yang membidangi dengan tetap menyediakan mitigasi bencana;
dan

ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif, meliputi:

1. kegiatan dan pemanfaatan yang berkaitan dengan konservasi
danau dan sungai berhak dan dapat mengajukan Insentif; dan

2. kegiatan dan pemanfaatan yang tidak berkaitan dengan konservasi
danau dan sungai, yang memiliki risiko dan dampak negatif pada
tingkatan rendah hingga sedang yang merupakan kegiatan dengan
ketentuan terbatas dan/atau bersyarat apabila tidak melakukan
pembatasan dan melaksanakan syarat yang ditentukan akan
dikenakan Disinsentif.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Subzona pariwisata dengan
kode W berupa Subzona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi ketentuan pemberian Insentif dan
Disinsentif:

a.

penggunaan lahan untuk kegiatan pembangunan wisata air atau
kegiatan wisata lainnya yang menggunakan tiang pancang yang tidak
menimbun area genangan dapat diberikan Insentif; dan

kegiatan terbatas, bersyarat dan yang tidak diperbolehkan atau di
larang yang memiliki risiko dan dampak terhadap kinerja Ruang
Subzona pariwisata dikenakan Disinsentif.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona perumahan dengan kode
R berupa Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

a.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi kegiatan yang

memiliki nilai strategis terhadap peningkatan ekonomi dan/atau

lingkungan yang belum diatur dalam ketentuan kegiatan dan

Pemanfaatan Ruang dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang

yang ditetapkan dalam PZ Subzona Perumahan kepadatan sedang dan

mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang.

ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif meliputi:

1. pembangunan hunian vertikal termasuk rumah susun dapat
menga jukan Insentif; dan

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, yang memiliki
risiko dan dampak negatif kecil atau dapat dikenakan Disinsentif;

ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan PZ yaitu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, yang

memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk



(6)

(7)

d.

dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi Ruang,

aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi Ruang zona peruntukannya meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatifyang besar diberikan tenggang waktu maksimum hingga 36
(tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona
peruntukannya, pindah atau dialihkan ke zona yang sesuai; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatifyang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa
penangananan dampak, dapat mengajukan persetujuan legal non-
conforming use atau persetujuan conditional use.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona perumahan dengan kode
R berupa Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

a.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi kegiatan vyang

memiliki nilai strategis terhadap peningkatan ekonomi dan/atau

lingkungan vang belum diatur dalam ketentuan kegiatan dan

Pemanfaatan Ruang dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang

yang ditetapkan dalam PZ Subzona Perumahan kepadatan sedang dan

mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang;

ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif meliputi kegiatan yang

tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak

negatif kecil atau dapat dikenakan Disinsentif;

ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan PZ yaitu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang

memiliki risiko dan dampak negatifbesar atau tinggi ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi Ruang;

aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi Ruang zona peruntukannya meliputi;

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatifyang besar diberikan tenggang waktu maksimum hingga 36
(tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona
peruntukannya, pindah atau dialihkan ke zona yang sesuai; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatifyang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa
penangananan dampak, dapat mengajukan persetujuan legal non-
conforming use atau persetujuan conditional use.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona campuran dengan kode
C berupa Subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode
C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi kegiatan vang
memiliki nilai strategis terhadap peningkatan ekonomi dan/atau
lingkungan vang belum diatur dalam ketentuan kegiatan dan
Pemanfaatan Ruang dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang
yang ditetapkan dalam peraturan Subzona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2, dan mendapatkan rekomendasi
dari Forum Penataan Ruang.
ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai
dengan PZ yaitu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, yang
memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi Ruang;
aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang
berbeda dengan fungsi Ruang zona peruntukannya meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatifyang besar diberikan tenggang waktu maksimum hingga 36



(8)

(9)

(tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona
peruntukannya, pindah atau dialihkan ke zona yang sesuai; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa
penangananan dampak, dapat mengajukan persetujuan legal non-
conforming use atau persetujuan conditional use.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona perdagangan dan jasa
dengan kode K berupa Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 meliputi:

a.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang, meliputi kegiatan yang

memiliki nilai strategis terhadap peningkatan ekonomi dan/atau

lingkungan yang belum diatur dalam ketentuan kegiatan dan

Pemanfaatan Ruang dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang

yang ditetapkan dalam PZ Subzona perdagangan skala kota dan

mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang;

ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan PZ yaitu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang

memiliki risiko dan dampak negatifbesar atau tinggi ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi Ruang;

aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi Ruang zona peruntukannya meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatif yang besar diberikan tenggang waktu maksimum hingga 36
(tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona
peruntukannya atau pindah atau dialihkan ke zona yang sesuai;
dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa
penangananan dampak, dapat mengajukan persetujuan legal non-
conforming use atau persetujuan conditional use.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona perdagangan dan jasa
dengan kode K berupa Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 meliputi:

a.

ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang, meliputi kegiatan yang

memiliki nilai strategis terhadap peningkatan ekonomi dan/atau

lingkungan yang belum diatur dalam ketentuan kegiatan dan

Pemanfaatan Ruang dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang

yang ditetapkan dalam PZ Subzona perdagangan skala WP dan

mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang;

ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan PZ yaitu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang

memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi Ruang.

aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi Ruang zona peruntukannya meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatif yang besar diberikan tenggang waktu maksimum hingga 36
(tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona
peruntukannya, pindah atau dialihkan ke zona yang sesuai; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak
negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa
penangananan dampak, dapat mengajukan persetujuan legal non-
con forming use atau persetujuan conditional use.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 53

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b merupakan
ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan
untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan
ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan
aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik Zona dan arah
Penataan Ruang .

TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bonus zoning dengan kode b; dan

b. zona fiskal dengan kode e.

Pasal 54

TPZ bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (2) huruf a merupakan TPZ yang memberikan izin kepada
pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi
aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus
menyediakan sarana publik tertentu.

TPZ bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Subzona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP IIL.D pada Blok
III.D.1;

b. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP IIL.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.Z;

2. SWP III.B pada Blek III.B.1 dan Blok IIL.B.2;
3. SWP IIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
4. SWP IIL.D pada Blok III.D.1 dan Blok IIL.D.2;

c. Subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2
terdapat di:

1. SWP IILA pada Blok III.A.2; dan
2. SWP III.B pada Blok IIL.B.2;

d. Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat
di:

1. SWPIILA pada Blok III.A.1 dan Blok II[.A.2; dan
2. SWP IIL.B pada Blok II1.B.2;

e. Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di
SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1; dan

f.  Subzona perdagangan dan jasa skala SWP Dengan Kode K-3 terdapat
di Blok III.A.1 dan Blok III.A.1.

TPZ bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:

a. pengguna lahan pada zona bonus membantu penyediaan fasilitas
36ublic, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, dan/atau
menggunakan sumber daya lokal dapat diberikan bonus Ruang berupa
tambahan luas lantai dan jumlah lantai bangunan maksimum 50%
(lima puluh persen) dari yang ditetapkan;

b. fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:

RTH publik;

Ruang UMKM;

fasilitas pendidikan;

fasilitas kesehatan;

bangunan pelengkap saluran drainase berupa lubang biopori;

normalisasi kanal;

DUk LN



4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

7. pembangunan proyek strategis Daerah; dan/atau
8. jaringan pejalan kaki.

c. teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
meliputi:

1. pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan
sarana penyulingan air laut untuk air bersih; dan

2. sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu
penggunaan bahan baku lokal lebih dari 70% (tujuh puluh persen)
total nilai bahan baku dan penggunaan tenaga kerja.

d. penetapan bonus Ruang dilakukan berdasarkan kebutuhan
pengembangan Zona Budi Daya, keseimbangan besaran bonus Ruang
dan nilai manfaat fasilitas publik, teknologi ramah lingkungan
dan/atau pemanfaatan sumber daya lokal.

Penyediaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan

perencanaan.

Penerapan TPZ bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil persetujuan dari

Pemerintah Daerah.

Pasal 55

TPZ zona fiskal dengan kode e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(2) huruf b yang ditetapkan pada 1 (satu) Zona atau beberapa Zona yang
berorientasi kepada peningkatan pendapatan Daerah.

TPZ zona fiskal dengan kode e sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2
terdapat di:

c. SWP IILA pada Blok II1.A.2; dan
d. SWP IIL.B pada Blok II1.B.2;

b. Subzona perdagangan danjasa skala kota dengan kode K-1 meliputi:
1. SWP IIL.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
2. SWP IIL.B pada Blok III.B.2; dan

c. Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di
SWP IIL.A pada Blok IIL.A.1.

TPZ zona fiskal dengan kode e sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan ketentuan:

a. Insentif pajak atau retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu
untuk peningkatan nilai investasi baru dan peningkatan
pembangunan dan kapasitas produksi sesuai kriteria Insentif Daerah
dan peraturan perundang-undangan pada Subzona sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan

b. Insentif pajak atau retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu
untuk investasi baru dan pembangunan baru pada zona sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai kriteria Insentif Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zona fiskal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal56

Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di
Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
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(3)
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Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan
Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
Daerah terdiri atas:

perangkat Daerah;

instansi vertikal bidang pertanahan,;

asosiasi profesi;

asosiasi akademisi; dan

. tokoh Masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum
Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan
Ruang.

N LR

BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal57

Jangka waktu RDTR Koridor Tun Abdul Razak yaitu 20 (dua puluh) tahun

dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali

RDTR Koridor Tun Abdul Razak dapat dilakukan lebih dari 1 {satu) kali

dalam periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-
undangan;

c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan perundang-
undangan; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan

Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum

Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan
perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus
disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan
Ruang;dan
izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:
1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap
berlaku sesuai dengan masa berlakunya;



2. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan

Peraturan Bupati ini; dan
3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan
diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Peraturan Bupati inji mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gowa.

=il

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 ju:i 2023

e

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 juni 2023
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PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
—

Pusat Pelayar

e T

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMORZ8TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KORIDOR TUN ABDUL RAZAK TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIGRITAS
RDTR KGRIDGR TUN ABDUL RAZAK

Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Penyediaan Prasarana,

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Sarana, dan Utilitas - APBD
1.1.1 | Umum di Perumahan SWP lILA pada Blok 111.A.1 Kabupaten ¥ v
untuk Menunjang - Swasta
Fungsi Hunian Permukiman
dan
Pertanahan
=

211

Pembangunan dan
Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di
Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten

Program Pengembangan Permukiman

SWP IILA pada Blok lILA.1

- APBD
Kabu paten
- Swasta

- Pekenjaan
Umumdan
Penataan
Ruang

- Perumahan,
Kawasan
Permukiman

Swasta




Pembangunan

Prasarana Jalan di APBD e o
3.1.1 Jalan Provinsi (Halte SWP IlLA pada Blok ILA.1 P ecins P P,
Angkutan Umum]
Penyediaan
Perlengkapan Jalan di
Jalan Provinsi Peker; - Pekerjaan
(Pengembangan Ruang D r cHaan) Umumdan
3.1.2 | Dan Pejlan Kaki SWP IILA pada Blok HLA.1 e Danumdan Penataan &
Untuk Meningkatkan ravingt At} Rusng; Ruang H
o + Perhubungan
Kualitas dan ne = Perhubungan
Jangkauan Pelayanan |}
PPK)
g:}l_y;ﬁaan h . Pekerjaan . Pekerjaan
engkapan Jalan di APBD e ol Umumdan
3.1.3 | Jalan Provinsi SWP I11.A pada Biok Ili.A.1 Provinsi Penataan =
rovinsi Tata Ruang
(Pengembangan Jalur i er——— Ruang
Sepeda Barul g & Perhuhuniﬂ
b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
ekerjaan
Umumdan
Penyediaan Prasarana, Penataan
Sarana, dan Utilitas + APBD Ruang
1.1.1 | Umum di Perumahan SWP lI1.B pada lli.B.2 Kabu paten - - Perumahan, Swasta
untuk Menunjang . Swasta Kawasan
Fungsi Hunian Permukiman
dan
Pertanahan

Program Pengembangan Permukiman

Pekerjaan
Umumdan
Pembangunan dan Pentteas
Pengembangan - APBD Ruang
0.1 | Infrastruktur Kawasan | gwp 1B pada B2 Kabupaten s {Berumahian: Swasta
Permukiman di : . Swasta Kawasan
Kawasan Strategis Permukiman
Daerah Kabupaten dan
Pertanahan
3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)




embangunan
a1 Prasarana Jalan di
**7 | Jalan Provinsi (Halte

Agi]glan Umum}

SWP II1.B pada I11.B.2

APBD
Provinsi

Penyediaan
Perlengkapan Jalan di
Jalan Provinsi
(Pengembangan Ruang
3.1.2 | Dan Pejalan Kaki
Untuk Meningkatkan
Kualitas dan
Jangkauan Pelayanan
SPPKY

Penyeman

SWP [11.B pada IILB.2

APBD
Provinsi

Pekerjaan
Umumdan
Tata Ruang
Perhubungan

- Pekerjaan
Umumdan
Penataan
Ruang

- Perhubungan

Perlengkapan Jalan di
Jalan Provinsi Perhubungan
(Pengembangan I:!uang APBD - Pekerjaan
3.2.1 | Dan Pejalan Kaki SWP 11.B pada I11.B.2 Kabapatern - Umumdan -
Untuk Meningkatkan P Penataan
Kualitas dan Ruang
Jangkauan Pelayanan
SPPK1

i Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan

Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas
1.1.1 | Umum di Perumahan
untuk Menunjang
Fungsi Hunian

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan UtiT.ira: Umum (PSU)

- Pusat Lingkungan
Kecamatan Somba Opu di
SWP IILA pada Blok IILA.1

- Pusat Lingkungan
Kelurahan Samata terdapat
di SWP IILC pada Blok
nc.2

- Pusat Lingkungan
Kelurahan Romangpolong di
SWP 1IL.B pada Blok II1.B.2

- Pusat rukun warga di SWP
1ILA pada Blok IIL.A.2, SWP
1II.C pada Blok 1IL.C.2 dan
SWP II1.D pada Blok I11.D.1
dan Blok 1ILD.2

- APBD
Kabupaten
- Swasta

+ Pekerjaan
Umumdan
Penataan
Ruang

- Perumahan,
Kawasan
Permukiman

Pertanahan

Swasta

% | Program Pengembangan Permukiman




- Pusat Lingkungan
Kecamatan Somba Opu di
SWP IILA pada Blok IILA.1

- Pusat Lingkungan
Kelurahan Samata terdapat
di SWP 1IL.C pada Blok

L 'l Per:
- Lembaga yang Perangkat Daerat
enyclenggarak Daer . = "
Provinsi R 1
n
- Pusat Lingkungan
Kecamatan Somba Opu di
SWP LA pada Blok IILA.1
- Pusat Lingkungan « Pekerjaan
Kelurahan Samata terdapat Umumdan
g:'éb;n"g::‘" dani di SWP HIL.C pada Blok Penataan
lnrmwktg“xa u.c.2 . APBD Ruang
211 Permuki di - Pusat Lingkungan Kabupaten « Perumahan, Swasta
K;m Strategi Kelurahan Romangpolong di | - Swasta Kawasan
wasan Strategis SWP I11.B pada Blok 111.B.2 Permukiman
Dacrahjiabupateq - Pusat rukun di SWP dan
1ILA pada Blok I11.A.2, SWP Pertanahan
1IL.C pada Blok I1I.C.2 dan
SWP IILD pada Blok 1IL.D.1
dan Blok [ILD.2
3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Jangkauan Pelayanan
PL)

- Pusat rukun di sSWP
1ILA pada Blok 1ILA.2, SWP
lIL.C pada Blok [II.C.2 dan
SWP IILD pada Blok 1ILD.1
dan Blok lIL.D.2

RembeneunAn: n.e2 Bt
asarana Jalan di .
8118 Jalan Provinsi (Halte - zls::ul}.:fk;;ﬁ?m . Provinsi Perhubungan Perhubungan
Agelntaniligiun) SWP 1(LB pada Blok 1IL.B.2
- Pusat rukun warga di SWP
1ILA pada Blok LLA.2, SWP
1I1.C pada Blok IIL.C.2 dan
SWP IIL.D pada Blok 1I1.D.1
dan Blok 1IL.D.2
- Pusat Lingkungan
Kecamatan Somba Opu di
SWP IILA pada Blok IlL.A.1
Penyediaan - Pusat Lingkungan
Perlengkapan Jalan di Kelurahan Samata terdapat
Jalan Provinsi di SWP IIL.C pada Blok PElerian) Pekerjaan
(Pengembangan Ruang | M.C2 ioED e ot D Umumdan
13112 Ban ze_plan Kaki -zunl Lingkungan Bicving Tata Ruang ;enatann -
ntuk Meni kan R uang
Kualitas dan SWP IILB pada Blok 11B.2 Beshubungan' || o sbvunaan




Penyediaan
Perlengkapan Jalan di
Jalan Provinsi
(Pengembangan Ruang
Dan Pejalan Kaki
Untuk i

- Pusat Lingkungan
Kecamatan Somba Opu di
SWP 1ILA pada Blok IILA.1

- Pusat Lingkungan
Kelurahan Samata terdapat
di SWP 1II.C pada Blok
nLc.2

- Pusat Lingkungan
Kei di

Kualitas dan
Jangkauan Pelayanan
PL)

SWP IILB pada Blok I11.B.2

- Pusat rukun warga di SWP
[IL.A pada Blok IILA.2, SWP
1li.C pada Blok 111.C.2 dan
SWP IIL.D pada Blok I11.D.1
dan Blok 111.D.2

APBD
Kabupaten

Pekerjaan
Umumdan
Penataan
Ruan,

+ Perhubungan

Jaringan Transport

Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi

1.1.1

Program Penyelenggaraan Jalan

Pelcbaran Jalan
Menambah Lajur

Jalan H.M Yasin Limpo di
SWP III.C dan SWP IIL.D

APBD
Provinsi

Pekerjaan
Umum dan Tata

Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

112

Rekonstruksi Jalan
(Peningkatan
Perkerasan Jalan)

-Jalan Abd. Kadir Dg. Suro
di SWP I1L.B dan SWP IIL.C

-Jalan Kacong Dg. Lalang di
SWPILA

-Jalan Musatafa Dg. Bunga
di SWP 1I1B dan SWP 1lI.C

-Jalan Aroepala di SWP LA

-Jalan Tun Abdul Razak di
SWP 1ILA, SWP IILB, SWP
1.c

-Jalan Tamangapa Raya di
SWP IIl.B dan SWP lIL.C

-Jalan HM Yasin Limpo di
SWP IIL.C dan SWP IIL.D

1.1.3

Pemeliharaan Jalan
Secara Berkala

APBD
Provinsi

Pekerjaan
Umum dan Tata

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

-5nlm XE::. K;ir Dg. Suro
di SWP IIL.B dan SWP 1Il.C
-Jalan Kacong Dg. Lalang di

SWPIILA
-Jalan Musatafa Dg. Bunga
di SWP 1ILB dan SWP IIL.C

-Jalan Aroepala di SWP LA

Provinsi

Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




alan Tun Abdul Razak di
SWP II1.A, SWP LB, SWP
1n.c
-Jalan Tamangapa Raya di

SWP IILB dan SWP III.C
-Jalan HM Yasin Limpo di
SWP IIL.C dan SWP IIL.D

1.1.4

Pemeliharaan Jalan
Secara Rutin

Pelebaran Jalan

~Jalan Abd. Kadir Dg Suro
di SWP 1IL.B dan SWP lIL.C

-Jalan Kacong Dg. Lalang di
SWPIILA

-Jalan Musatafa Dg. Bunga
di SWP IIL.B dan SWP IIL.C

-Jalan Aroepala di SWP {ilA

-Jalan Tun Abdul Razak di
SWP NIL.A, SWP 1ILB, SWP
n.c

-Jalan Tamangapa Raya di
SWP [11B dan SWP 111.C

-Jalan HM Yasin Limpo di
SWP IIL.C dan SWP IIL.D

-Jl. Karaeng
SWP IILA dan SWP IIL.B

Makkawari di

APBD
Provinsi

APBD

Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Pekerjaan Umum

Pelebaran Jalan
Menuju Standar

-Jl. Veteran di SWP I11.C

- Jl. Bontotangnga dl

LA

-Jl. Komp. BTN H. Banca di
SWPILA

-J1. Mawar di SWP IILA

-JI. Melati di SWP IlLA

-JI. Mustafa Dg. Bunga V di
SWPIILB

APBD
Kabupaten

121 | Menuju Standar -JI. Macanda di SWP IILC Kabu paten s Renatean
.J1. Veteran di SWP IILC SO
7 -J1. Karaeng wari di .
Tl oot ellan SWP IILA dan SWP IILB APBD . Rer o o]
1.2.2 | (Peningka -JI. Macanda di SWP IIl.C Kabupaten Rua:
Peckerasanaialan) .JL. Veteran di SWP IIL.C g
~J1. Karaeng Makkawari di c
Lo | Pemelinaraan Jalan SWP IILA dan SWP ILB APBD Bekeriaag Houcg
= Secara Berkala -Jl. Macanda di SWP IIL.C Kabupaten Ru.
_J1. Veteran di SWP II1.C i
-Jl. Karaeng wari di .
4 | Pemelinaraan Jalan SWP IILA dan SWP LB APBD ) R
124 | secara Rutin .JL. Macanda di SWP lILC Kabu paten

Ruang

Peker jaan Umum
dan Penataan
Ruang




-Jalan Lingkungan primer
lainnya di SWP IILA, SWP
[l.B, SWP [iL.C, dan SWP

1IL.D
Rencana, _’aan I}EEE; Perumahs
Pembeb, = p ngan erum: ,
oo |y primer di SWP IILA, SWP APBD amasan
1.32 | Lahan/Tanah Untuk |y p “sp jyp . g
Penyelenggaraan Jalan -B. .C, dan SWP Kabupaten Permukiman dan
LD Pertanahan
encana jalan lingkungan 3
1 i Pekerjaan Umum
—~ primer di SWP IiLA, SWP APBD 2
L3531 §eambapaynantdlap 1ILB, SWP [1L.C, dan SWP Kabupaten = danifimsafean =
m.n Ruang

~JL. Bontotangnga & SWP
LA

-Jl. Komp. BTN H. Banca di
SWPIILA

-Jl. Mawar di SWP [ILA Beligfaaniuman

4 | Eealaghamy “JL. Mastara Dg Bunga v i | Kabepaten dan Penataan .

Perkerasan Jalan) A Dg. Bung pat R

-Jalan Lingkungan primer
lainnya di SWP IiLA, SWP
111.B, SWP IIL.C, dan SWP
.D

~J1. Bon totangnga & SWP
1ILA

-JI. Komp. BTN H. Banca di
SWPILA

-JI. Mawar di SWP LA .

Pemeliharaan Jalan -JL Melati di SWP Ii.A APBD RekerjaanUmum)

Secara Berkala -J1. Mustafa Dg. Bunga V di Kabu paten 3 - dan Penataan -
SWPIILB Ruang

-Jalan Lingkungan primer
lainnya di SWP IILA, SWP
1ILB, SWP [I1.C, dan SWP
.o

-J1. Bontotangnge di ﬁp
IILA

-JI. Komp. BTN H. Banca di
SWPIILA

-Jl. Mawar di SWP llLA _

Pemeliharaan Jalan -J1. Melati di SWP TILA APBD Pekerjaan Umum

Secara Rutin -JI. Mustafa Dg. Bunga V di Kabupaten r dan Penataan -
SWPIILB Ruang

-Jalan Lingkungan primer
lainnya di SWP IiLA, SWP
11LB, SWP 111.C, dan SWP
1I.D

EE e e

Rekonstruksi Jalan

135

13.6




1.4.1

Pembangtunan
Jembatan

Rencana pembangunan
Jjembatan pada saluran
pembuang romangpolong di
SWP I11.D pada 1IL.D.2

‘endanaan

APBD
Provinsi

~ Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarak
- an Urusan

Pemerintahan

Perangkat
Daerah
Provinsi yang

Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Perangkat
Daerah
Kabupaten
otayang
dan,

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

P2

Pemanghku TP3

(2037

204 | 2042

1.4.2

Rehabilitasi Jembatan

- jembatan pada saluran
pembuang tombolo di SWP
LA pada Blok IlI.A.1 dan
BlokIILA.2

- jembatan pada saluran
pembuang bianring
terdapat di:

» SWP IILA pada Blok
111.A.1 dan Blok IILA.2

> SWP III.C pada Blok
.Ci

- jembatan pada saluran
pembuang borongpalala
terdapatdi:

» SWP 1II.C pada Blok
1L.C.2

» SWP IIL.D pada Blok
111.D.1 dan Blok IILD.2

- jembatan pada saluran
pembuang kajenjeng di SWP
IILD pada Blok HI1.D.2

- jembatan pada saluran
pembuang romangpolong di
SWP IIL.D pada I11.D.2

- jembatan pada Jalan HM
Yasin Li yang SWP 111.C
pada Blok III.C.1 dan Blok
1.C.2

APBD
Provinsi

Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Perwujudan Halte

1.1.1

Angkutan Umum
untuk Teman Bus
Kabupaten Gowa untuk
mendukung Jalur,
Lajur, atau Jalan
Khusus Angkutan
Massal Koridor Kampus
Teknik Unhas Gowa-

-SWP IILA pada Blok ITLA.1
dan Blok IILA.2

-SWP [ILB pada Blok Il1.B.2

- SWP [IL.C pada Blok IIL.C. 1
dan Blok II1.C.2

-SWP ML.D pada Blok I11.D.1

dan Blok II.D.2

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Ll i

Perhubungan

Perhubungan

Mall Panakkukang




—_—

Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

-SWP IILA pada Blol
dan Blok 11.A.2
Pemeliharaan Halte -SWP I1L.B pada Blok 111.B.2
1.1.2 | Angkutan Umum -SWP [ILC pada Blok m.c.1 | APBD Perhub Per
untuk Teman Bus dan Blok IILC.2 Frovna
-SWP 111D pada Blok IIL.D.1
dan Blok I11.D.2
c Perwujudan Jaringan Jatur Kereta Api Antarkota
1 Program Pengelolaan Perkeretaapian
Pembebasan Lahan/
Pengadaan Tanah
ey [ Fembangunen Rel Koridor Tun Abdul Razak APBN Pert Perh Per "
Bulukumba-
Watampone
Pelaksanaan
Pembangunan Jalur
112 | Re Kereta Apl o | Koridor Tun Abdui Razak APBN Per Perhub Perb s
Takalar-Bulukumba-
Watampone

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

engembangan

- SUTT 70 kV Tello-Borongloe

11.1 | Jaringan Transmisi AiSWPIILA - APBN ™
**" | Saluran Udara -SUTT 150 kV  Tello- . Swasta T i
Tegangan Tingei (SUTT) Su minasa di SWP IILA
b Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
1 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
‘engeml an f =
Jaringan Transmisi _ggmg Energi dan PT. PLN/
1.1.1 | Saluran Kabel —SWPI]I.C APBN Sumber Daya = Bl:‘MN
Tegangan Menengah = Mineral
(SKTM) -SWPI.D
Pengembangan “SWPIILA Energi dan
Jaringan Transmisi -SWPIILB PT. PLN/
L1.2 Saluran Distrrbusi -SWPIIL.C APBN ;"::‘::; Dayal BUMN
Lainnya -SWPIILD

Perwujudan Gardu Listrik




k = od | e—— 1 = LE
1 | Perwujudan Gardu Distribusi

WP

LA pa
dan Blok 111.A.2

Optimalisasi dan - SWP IIL.B pada Blok IIL.B.1 Energidan
1.1.1 | Pengembangan Gardu dan Blok IILB.2 APBN Sumber Daya ' . HEARBA)
Distribusi - SWP IILC pada Blok HL.C.1 Mineral BUMY

dan Blok [.C.2
- SWP IIL.D pada Blok 111.D.1
- SWP LA pada Blok IILA.1

Pembangunan Gardu dan Blok [1L.A.2
Distribusi Untuk -SWP IIL.B pada Blok II.B.1 Energidan

1.2.2 | Menunjang dan Blok IILB.2 APBN Sumber Daya . B BENj
Pengembangan Koridor | - SWP NILC pada Blok IT.C.1 Mineral BUMN
Tun Abdul Razak dan Blok 11.C.2

-SWP LD pada Blok II1.D.1
- SWP liL.A pada Blok [II.A.1
dan Blok I1L.A2

Pengembangan Stasiun | - SWP IILB pada Blok II1.B.1 Epergi dan PT. P!
1.2.3 | Pengisian Tenaga dan Blok [ILB.2 APBN SumberDaya - - BL-‘M]{;N/
Listrik -SWP lILC pada Blok IILC.1 Mineral

dan Blok NIL.C.2
-SWP IIL.D pada Blok II.D.1

WTehké‘muﬂﬂuﬁT-—':—' e el et T = %#1

LY Perwujudan Jaringan Tetap

Program Pepyelenggaraan Jaringan Tetap

-SWPIILA Komunikasi,
1.1.1 Pengembangan -SWP lIL.B APBN N Mformatika, PT, Telkom/
***% | Jaringan Serat Optik -SWPIILC Statistika, dan BUMN
-SWPIIL.D Persandian
“SWPIILA ~TAPBN Komullikasi, TP
112 Pengembangan Telepoo | -SWPIILB + APBD . Nformatika, Telkom/
= Fixed Line -SWPILC Kabupateo Statistika, dan BUMN
-SWPIIL.D - Swasta Persandian - Swasta
embary Kamera 2 le
pu',ﬁam "CCTV dan gw:g{g . APBD }‘“m“"“f”"
& 2 . nformatika,
1.1.3 | Pepingkatan Pelayanan | “gumy c Kabupaten ' Statistika, dan Swasta
Ruang Pengelldali _SWPILLD = (Sl Persandian
illf ormasi
b | Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler

1 Program Perwujudan Bang Menara Per




Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi

~SWP IIL.A pada Blo -
dan Blok II1.A.2 Komunikasi,
i Pengembangan Menara | _qwn B pada B2 « APBD Informatika,
Ll | 2 e cEasy -SWP IILC pada Blok lI1.C.1 iiabupaten . Statistika, dan Sunsia]
Station (BTS) . Swasta =
dan Blok II1.C.2 Persandian
- SWP liLD pada NILD.2
g
2 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk K P 1) kin Jaringan untuk Telek X dan Inf ika dari P Lzin yang Di oleh Daerah Provinsi
- Komunikasi,
-SWP IILA pada Blok MILA.1 Informatika,
Pengendalian dan dan Blok IILA.2 . APBD Statistika, dan
Pengaturan Menara -SWP IILB pada IILB.2 Persandian
211 | Bose Transceiver -SWP IIIC pada Blok llLc.1 | Kabupaten - ~ . Pekerjaam ST
Station (BTS) dan Blok NIL.C.2 Umumdan
- SWP IIL.D pada IILD.2 Penataan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Siring untuk mencegah
backwater dari kanal I

perasi dan
Pemeliharaan Jaringan APBD Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1.1 | Irigasi Primer pada SWPIILD Provinsi - Umnum dan Tata | dan Penataan
Daerah Irigasi (DI) Bili- Ruang Ruang
Bili
Operasidan
Pemeliharaan Jaringan APBD Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1.2 | Irigasi Sekunder pada SWP IILB dan SWP II1.C Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan .
Daerah Irigasi (DI) Bili- Ruang Ruang
Bili
o=
b Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir
1] Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Rehabilitasi Jaringan
Pengendalian Banjir
berupa Kanal Banjir Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1.1 | (Perbaikan tanggul dan | SWPIILA APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan =
Rakyat Ruang Ruang




Peningkatan Jaringan
Pengendalian Banjr
berupa Kanal Banjir

Pekerjaan Umum

Pekerjaam Umum

Elevasil
=

1.1.2 (Pemasangan SWPIILA APBN dan P;irumlhan gmum dan Tata | dan Penataan
Pengaman Tepi Raky: uang Ruang
Sungai/Kanal)

Peningkatan Jaringan
Pengendalian Banjir
berupa Kanal Banjir -SWPIILB Pekerjaan Umum = Pekerjaan Pekerjaam Umum

1.1.3 | (Pemasangan -SWPIL.C APBN dan Perumahan Umum dan Tata Penataan
Pengaman Tepi Sungai -SWPIILD Rakyat Ruang Ruang
pada Sungai Kecil
Lainnval
Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Pengendalian Banjir _SWPILA
berupa Kanai Banjr _SWPIILB Pekerjaan Umum | Pekerjaan Peker jpam Umum

1.1.4 | (Peningkatan Saluran -SWPIIII c APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan
Primer Dan Pintu Air _SWPILD Rakyat Ruang Ruang
Otomatis (Pasang .

Surut) Untuk Saluran

Saluran Tersebut)

Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan | -SWPIILA Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum

1.1.5 PeagendalianiBaniz =SWRINE APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan
berupa Kanal Banjir -SWPIILC Ry Ruang P
(Normalisasi -SWPIILD
Pengerukan Kanal)

Operas:
Pemeliharaan Jaringan -SWPIILA Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum

1.1.6 | Pengendalian Banjic =SWEILE APBN dan Perumahan | Umum dan Tata | dan Penataan

pa berupa Kanal Banjr -SWPII.C Rakyat Ruang Ruang
(Pembuatan Patok BM -SWPIILD

Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air

Pintu ir/Bendung

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
" Pengelolaan SDA dan Bangunan h

SWP IILD pada Biok 1I1.D.1

Pekerjaan

Pekerjaam Umum

Pintu Air/Bendung

Pengendali Baniir pada

Ruang

= = Umum dan Tata | dan Penataan
1.1.1 | Pengendali Banjir pada Provinsi
Dmecabiyicigasy(D)iBie | | SMBRAILDE Ruang Ruang
Bli
IR e Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1.2 | Pemeliharaan SWP 1ILD pada Biok [ILD.1 ARe0) : Umum dan Tata | dan Penataan
= dan Blok IIL.D.2 Provinsi

Ruang




—
i |

Dacrah Irigasi (DI] Bili- :
F |R R —— -
riF — . - —— —

Perwujudan Jaringan Perpipaan {(Unit Produksi)
Program F Dan P Sistern Penyedi Air Minum

Pembangunan SPAM di - =
Kawasan Perkotaan
(Pengembangan Pekerjaan Umum
1.1.1 | Jaringan Kawasan Koridor Tun Abdul Razak szﬁ ' dan Penataan PDAM/
Pengembangan Baru paten Ruang BUND
(New Development
Areal
Perluasan SPAM di
Kawasan Perkotaan Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Pengembangan Koridor Tun Abdul Razak ﬁsﬁe N . " dan Penataan EB%/
Jaringan Kawasan P Ruang
Yang Belum Terlayani)
-SWPIILA 3
113 | Peningkatan Jaringan | -SWPIILB APED ) . Fekegaan Umum. | papy
- Transmisi Air Minum -SWPIIL.C Kabupaten Ru BUMD
-SWPIILD ang
X -S A ]
Operasi dan Pekerjaan Umum
= - -SWPIILB APBD PDAM/
1.1.4 | Pemeliharaan Jaringan | gypij.c Kabupaten - g faniBenataan BUMD
Transmisi Air Minum _SWPIILD Ruang
b Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Distribusi)
=1 Proaxam F laan Dan Peng Sistem Penyediaan Air Minum
E Pekerj; Ui
111 | Peningkatan Jaringan | -SWPIILB APBD - . e L B DAM)
. Distribusi Pembagi -SWPIIL.C Kabupaten Ruang BUMD
-SWPIIL.D
o -SWPIILA 5
Qpepasizdanze _SWPIILB APBD ::ﬁ?““ Umum § oy !
1.1.2 | Pemeliharaan Jaringan L enataan BUM -
= . . -SWPIILC Kabupaten UMD = %
Distribusi Pembagi _SWPIIL.D Ruang 1= W o l=} = I
c Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Pelayanan) —-1

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Hidran




Perwujudan Sistem Pengelolaan Air

Limbah

Dom estik Terpusat (Subsistem Pelayanan)

an,
13 ah Daerah i i i — - TP3 e
aya Lainaya m 2036 | 2o | PO
membid: ¥ 202
4 angl emabldangl 2024 2025 | 2026 |
-SWP MILA Blo!
dan Blok IILA.2
Pembangunan Hidran f :awanHlll:kB lrl‘g;mak . & AEED Pekerjoan Umum | - PDAM/
111 = Kabupaten ' dan Penataan - BUMD
Umum - SWP lII.C pada Blek II.C.1 . Swasta Ruang . Swasta
dan Blok NII.C.2
-SWP IILD pada Blok IL.D.1
dan Blok I11.D.2
= . Blok IILA.1
dan Blek IILA.2
Operasi dan ’ﬂnp;:f Iﬂag;m"k LT ~ APBD Pekerjaall Umum | - PDAM/
1.1.2 | Pemeliharaan Hidran _SWP II.C pa > Blok I1.C.1 Kabupaten dan Penataan BUMD
Umum Clpada 53 - Swasta Ruang - Swasta
dan Blok 1IL.C.2
-SWP II1.D pada Blok III.D.1
dan Blok I11.D.2
-SWP IlLA pada Blok N1L.A1 ekerjpan
- SWP [ILB pada Blek II.B.1 Umumdan
= dan Blok i11.B.2 « APBD Penataan - PDAM/
113 | pembangunan Hidran | swp [.C pada Biok ILC.1 Kabupaten : Ruang BUMD
dan Blok III.C.2 + Swasta Pemadaman - Swasta
-SWP QLD pada Blek I11.D.1 Kebakaran dan
dan Blok 1I1.D.2 Pellvelamatan
-SWP [ILA pada Blok [IL.Al Pekerjaan
- SWP lILB pada Blok [11.B.I Umumdan
Operasi dan dan Blok II1.B.2 « APBD Penataan - PDAM/
1.1.4 | Pemelharaan Hidran -SWP [IL.C pada Blek J11.C.1 Kabupatell - Ruang BUMD
Kebakaran dan Blok [I1L.C.2 © Swasta - Pemadaman - Swasta |
- SWP 1I1.D pada Blek IfI.D.1
dan Blok II1.D.2

1 Program P L dan P b Sistem Air Limbah
o —— S e
n = = OLA E -
o | Roptiaseeningins | sreua v = iad e
tffpan/BeslumaniBes, _SWPIILC Kabupaten K = - i
e -SWPIIL.D 28 }
-8 0
Operasi dan : Pekerjaan Umum &
F . -SWPILB APBD [
1.1.2 | Pemeliharaan Pipa SWPLLC Kabupaten i aan Penataan = Ii =
Rsrel -SWPILLD uang o M IR
b Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Subsistem Peﬂmgulan!

Program F lok

dan Pengembang;

Pengelolaan dan.

Sistem Air Limbeh

e




Pelaksana ~ Waktu Pelaksanaan

1 snterian Peranghkat Tabap Perencanaanl P2
Sumber yang Daerah
g ;
danssn | Menyelenggarsl Daerah Kabupaten Kepentloga sz ofrattflia 2028 aosz | goar | 2,
erintahan membidangi ‘l.ﬂ?:n‘ Laionve 02 2025 | 202
Rehabilitasi/Peningkat erjaan
111 nn/PerIuasa/n Pipa 433,’:#{2 A!;ED & . ::1:1 Pmata‘f:m
Retikulasi 2 ; upaten Ruang
Operasidan Pekerjaan Umum
1.1.2 | Pemeliharaan Pipa R AEED) 1 dan Penataan
i -SWPIIL.C Kabu paten
etikulasi Ruang
Rehabilitasi/Peningkat ‘gwpm e Pekerjaan Umum
2 - 3 APBD
1.1.3 | an/Perluasan Pipa i dan Penataan C
Indulk -SWPIILC Kabupaten oot
-SWPIIL.D
: -8 ILA 5
Operasidan Pekerjaan Umum
1.1.4 | Pemeliharaan Pipa -SWRILE ARED 3 dan Penataan
Tnduk -SWPILC Kabupaten Ru,
-SWPILD =
c Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah D ik Terpusat {Subsi: Pengolahan Terpusat)
1 | Program Pengelolaan dan Pe t Sistem Air Limbah
—
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
Rehabilitasi/Peningkat
an/Perluasan Sistem APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | Pengelolaan Air Limbah | Koridor Tun Abdul Razak TeaPripaten - - dan Penataan -
Domes tik Terpusat pa Ruang
Skala Permukiman .
Operasi dan APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | Pemeliharaan IPAL SWP [I1.D pada Blok IILD.1 Kabupaten dan Penataan =
Kota Ruas
- Pekerjaan
-SWP [IL.A pada Blok IILA.1 Umumdan
dan Blok 111.A.2 P
Operasi dan -SWP IILB pada Blok 111.B.1 . APBD Ruang
Pemeliharaan IPAL dan Blok IIL.B.2 ) .
113 | srala Kawasan -SWP IILC pada Blok lILC,1 | _ Sabupaten ;;::‘S::‘"' Suaata
Tertentu/Permukiman dan Blok IIL.C.2 Recraukinen
-SWP IILD pada Blok HI.D.1
dan Blok IIl.D.2
— x & 1
H |R Jaringan F mpahan S My e - 4= =T = =
I
a Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
1 Program Pengembangan Sistem Dan P F jonal
P S e = = - S
embangunan E erjaan
TPA/TPST /SPA/TPS- Umumdan
3R/TPS (Pembangunan p et Penataan
/ ( —— SWP I1.C pada Blok IIL.C.2 Kabupaten . Biia Swasta
TPS3R ses uai - Swasta T
Jangkauan dan Radius Lingkungan
Pelavanan Skala Hiduo
R —




Egg,

ingkungan
Untuk Melayani Pusat -
Pusat Pelayanan)
Peningkatan
TPA/TPST /SPA/TPS-
/TPS . Pekerjaan
(Pengembengsan Tempat APBD Umumdan
Pengelolaan Sampah F Penataan
L2 | e Reduce, Bocycle | SWP IILC pada Blok II.C.2 gabupamn Ruang Swasta
(TPS3R), atau Sesuai =S wastsy - Lingkungan
Perkembangan Hidup
Teknologi Pengolahan
“SWP 1A pada Biok [ILA1
Pembinaan Teknik dan Blok IILA.2
Pengelolaan - SWP IIL.B pada Blok II1.B.1 APBD
Persampahan (Sistem dan Blok IILB.2 E Lin,
113 | pengelolaan SWP IILC pada Blok I1.C. 1 Ko paten Hidup Swasia
Persampahan Berbasis dan Blok NI.C.2 B
Masyarakat) -SWP IILD pada Blok IIL.D.1
damBoiIl D2
b Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1 Program F Sistem Dan F 1 F R 1
'em nan
- SWP [ILA pada Blok IIL.A.1
;:“,{rpgs'r /SEATES: dan Blok 11LA.2 Pekerjaan
FR[TES Pembangunan | gyp 111 pada Blok 1LB Umumdan
esual Jangkauan | "y gy 1118 & (ARED) Penatasn
1.1.1 | dan Radius Pelayanan Kabupaten Swasta
I Ka - SWP IL.C pada Blok I1.C.1 B e Ruang
e dan Blok 11L.C.2 Lingkungan
Lingkungan-Uni -SWP [ILD pada Blok lILD.1 Hidup
Melayani Pusat - Pusat dan Blok ILD2
Pelavanani S
tan
- SWP IILA pada Blok [11.A.1
Srtoe TISPATTES: | dan Blok HLA2 Pekerjaan
- SWP IILB pada Blok 1ILB.1 Umum dan
(Pengembangan Tempat | ° 3. i 1152 . :ﬁ? e Henataan Swasta
1.1.2 | Penampungan . | ~SWP IIL.C pada Blok I1.C.1 pal Ruang
SemsnianiatauiSaauai Jl o Y EIGLAIIG St - Lingkungan
Perkembangan - SWP NLD pada Blok 1IL.D.1 Hidup
Teknologi Pengolahan dan Blok 11.D.2
Sampeh) .
“SwP i da Biok IITA. ;-
Penyediaan Sarana S TR E M5 - APBD uekena:n
dan Blok II1.A.2 Kabupaten mumdan Swasia
1.1.3 | Persampahan berupa | _swp 18 pada Blok I1B1 | _ e Penataan
miiSampat dan Blok B2
can —ox 2




-SWP [I.C pada Blok IL.C. - Lingkungan

dan Blok 11.C.2 Hidup

- SWP ML.D pada Blok IIL.D.1
dan Blok 111.D.2

-SWP ULA pada Blok IILA. 1
dan Blok 11LA.2

Pembinaan Teknik

Pengelolaan - SWP IiL.B pada Blok [11LB.1
114 Persampahan (Sistem dan Blok 1IL.B.2 F Lipgklmgnn AR
Pengelolaan - SWP III.C pada Blok 111.C.1 Hidup
Persampahan Berbasis dan Blok II1.C.2
Masyarakat) -SWP LD pada Blok II1.D.1
dan Blok 111.D.2 =
1| Rencana Jaringan Drainase — - —— - = -.— _ _-. PR
Perwujudan Jaringan Drainase
1 Program Pe Dan P Sistem D:
Kebuakan, Strategi dan | -SWPIILA .
111 Teknis Sistem Drainase | -SWPIILB APBD _ N ::nke?:::mlizmm
P Perkotaan -SWPIILC Kabupaten Ru.
{Penyusunan/ Review -SWPIILD ang
Masterplan Drainasel
Penyusunan Rencana, &
Kebijakan, Strategi dan | “onmn lons Pekerjaan Umnum
1.1.2 | Teknis Sistem Drainase | _ - = = dan Penataan
-SWPLLL.C Kabupaten
Perkotaan {Pembuatan _SWPIILD Ruang
DED Saluran Drainasel -
a Perwujudan Jaringan Drainase Primer
1 Program P ! Dan P Sistem Drainase
[ —— T 1]
em! nan Sistem o —
Drainase Perkotaan
dan Lingkungan ss‘c,v:llgg APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | (Pembangunan Saluran | ~ - - - dan Penataan &
= 3 5 -SWPIILC Kabupaten
Drainase Primer Di _SWPIHLD Ruang
Daerah Prioritas :
Penanganan Geénangan)
Peningkatan
Drmn:ne Perkotaan .SWPLILA . )
dan Lingkungan _SWPILB APBD Pekerjaan Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Peningkatan Saluran L 8 Umum dan Tata | dan Penataan
= : -SWPIIL.C Provinsi
Drainase Primer Yang _SWPIILD Ruang Ruang
Terintegrasi Dengan -
Pedestrian Termasuk




Pembangunan Tanggul
Dan Siring Yang
Menjadi Kewenangan
Provinsi

; Saluran
Drainase Perkotaan
dan Lingkungan
(Peningkatan Saluran

Drainase Primer Yang ~SWRILA

-SWPIILB

APBD

Peker jaan Umum

1.1.3 | Tenntegrasi Dengan .
Pedestrian Termasuk [ “SWEIIL.C (L paiey e
Pembangunan Tanggul :

Dan Siring Yang

Menjadi Kewenangan

Kabupaten)

Operasi dan

Pemeliharaan Sistem _SWPILA

Drainase (Pembersihan -SWPIII-B APBD Pekerjaan Peker jpan Umum

1.1.4 | Saluran Drainase Dari SWP[II‘ ¢ Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan

Sedimen Dan Sampah | : ey R Rual
Pey -SWPLILD uang g
Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi)
perasi dan
Pemeliharaan Sistem
Drainase (Pembersihan | -SWPIILA Pekcerjaan] Umumn!
115 | Saluren Drainase Dari | -SWPIILB APBD ) R A
15 Sedimen Dan Sampah | -SWPIIL.C Kabu paten o
Yang Menjadi -SWP{ILD ang
Kewenangan
Kabupaten]
e
b Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder

Sistem D

Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan
dan Lingkungan

-SWPili.A

Pekerjaan Umum

Denqan Pedestrian
Termasuk

1.1.1 | (Pembangunan Saluran ESWRIIE a5ED) dan Penataan
5 = -SWPHILC Kabupaten
Drainase Sekunder Di _SWPIIL.D Ruang
Daerah Prioritas )
Pen: an Gena |
o
Drainase Perkotaan
dan !-lngk\mgan -SWPILA Pekerjaan Pekerjaan Umum
i (Bepinekatan)Salurag | = SWRIIIE (TED Umum dan Tata | dan Penataan
Drainase Sekunder -SWPIUILC Provinsi Ruarg Ruang
Yang Terintegrasi -SWPHIL.D




B

T
Menjadi Kewenangan
Provinsil
Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan
dan Lingkungan
(Peningkatan Saluran
Drainase Sekunder -SWPIILA BekeiaaniUmum
L1.3 | Yang Terintegrasi -SWPIILB APBD e pfnman
T Denqan Pedestrian -SWPII.C Kabupaten R
Termasuk -SWPILL.D Hang
Pembangunan Tanggul
Dan Siring Yang
Menjadi Kewenangan
Kabupaten)
Operasi
Pemeliharaan Sistem _SWPIILA
Drainase (Pembersihan | Suppnig APED Pekerjaan Pekerjaan Umum
1.1.4 || Saluran Drainase Dari CSWPIILC Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan
Sedirnen Dan Sampah -SWPIII.D Ruang Ruang
Yang Menjadi B
Kewenangan Provinsil
perasidan
Pemeliharaan Sistem
Drainase (Pembersihan | -SWPLLA .
115 | Saluran Drainesc Dasi | -SWPIILB APED Pekerean Umum
“*% || Sedimen Dan Sampah -SWPIILC Kabupaten Ru
Yang Menjadi -SWPIILD ang
Kewenangan
Kabupaten)]
c Perwujudan Jaringan Drainase Tersier
1 Program Pe ) Dan Pengemb Sistem Drainase
embangunan Sistem
Drainase Perkotaan
dan Lingkungan :%iﬂg APBD Pekerjean Umum
1.1.1 || (Pembangunan Saluran SWPIH‘C Kl B dan Penataan
3 o - g paten
Drainase Tersier Di _SWPIIL.D Ruang
Daerah Prioritas -
Penanganan Genangan)
Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan -SWPIILA 3 3
1.1.2 | dan Lingkungan FSURILE AEBD Sﬁﬂaﬁn Tata ::l;eg:anr iy
% | (Peningkatan Saluran -SWPIIL.C Provinsi Fies 5 aRt@an
Drainase Tersier Yang -SWPILD "8 usng,
Terintegrasi Dendan




Pedestnan Termasuk
Pembangunan Tanggul
Dan Siring Yang

Menjadi Kewenangan

Provinsil

atan Saluran
Drainase Perkotaan

dan Lingkungan
(Peningkatan Saluran _SWPIILA
Drainase TersierYang _SWPI ”' B APED Pekerjaan Umum
1.1.3 | Terintegrasi Dengan _SWP HI‘C Kabupaten dan Penataan
Pedestrian Termasuk _SWPHLD P Ruang
Pembangunan Tanggul :
Dan Siring Yang
Menjadi Kewenangan
Kabupaten)
et
Pemeliharaan Sistem _SWPIILA
Drainase (Pembersihan _SWP lll.B APED Pekerjaan Pekerjaan Umum
1.1.4 | Saluran Drainase Dari -SWPIH-C Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan
Sedimen Dan Sampah SWPllllD Ruang Ruang
Yang Menjadi E A
ang Menj
Kewena Provinsi|
Operasi dan
Pemeliharaan Sistem
Drainase (Pembersihan -SWPIILA Pekerjaan Umum
1.1.5 Saluran Drainase Dari -SWPIIL.B APBD . HansPenataant
s Sedimen Dan Sampah -SWPIILC Kabupaten Ru,
Yang Menjadi -SWP lILD ang
Kewenangan
Kabuoaten)
d Perwujudan B F D
1 Program F Lol Dan P Sistem D
e
Sistem Drainase -SWP lILA pada Blok HLA.1
Perkotaan dan dan Blok l11.A2
Lingkun, - SWP IILB pada Blok IIL.B.1 E 3
il memaﬁ Bangunan | dan Blok IllB.2 APBD BRI | P AR
o S Pelengkap Drainase -SWP [I1.C pada Blok 11L.C.1 Provinsi Ruang Ru
berupa Sumur Resapan | dan Blok 1ILC.2 L
Biopori di Dalam - SWP lILD pada Blok 11LD.1
Drainase Sepanjang dan Blok IIL.D.2
Jalan Kolektor Primer]

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)




2.1.1

Pembangunan
Polder/Kolam Retensi

Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana

Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Program Penanggulangan Bencana

Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap 7 APBD Pena langan
LU Bencana (Pembuatan KesidenfnopabduijRazaic Kabupaten = Bencﬁ -
Sistem Peringatan Dini
Bencana Baniir)
'engendalian Operasi
dan Penyediaan Sarana
Prasarana
Kesiapsiagaan terhadap
1.1.2 | Bencana (Pemasangan Koridor Tun Abdul Razak ‘:(}:EHD gz:i‘:ﬁiumm E
Rambu Evakuasi pada
Kawasan Rawan
Bencana Banjir
Genangan|
omanE - Jalan Arocpala melintas di
SWPILA
-Jalan Abd, Kadir Dg Suro
melintas di SWP HIL.B dan
SWPILC
-Jalan HM Yasin Limpo
melintas di SWP IILC dan
SWPIILD
Penyediaan Jalur
1.3 | Evakuasi Bencana yang 'ﬁ;ﬁ:‘u;‘mfs;vggmimﬁ APBD Penanggulangan
% | Terintegrasi dengan SWPIILC Kabupaten Bencana
Tempat Evekuasi - Jalan Tamangapa Raya
melintas di SWP {Il.B dan
SWPIILC
-Jalan Tun Abdul Razak
melintas di SWP 11l Adan
SWPIILB
- JI. Bontotangnga melintas
diSWPIILA




- jalur evakuasi bencana
lainnya melintas di SWP
n.c

Perwujudan Tempat Evakuasi

Program Penanggulangan Bencana
=

Penanggulangan

dan Sosial) Kesehatan
(Rumah Sakit,
Puskesmas, lainnya),
Administrasi &
Pelayanan Publik
(Kantor Kecamatan &

Penyediaan dan APBD
1.1.1 | Pemeliharaan Titik - SWP 1ILC pada Blok IIL Kabu Be
Kumputl - SWP IILD pada Blok 11LD.1 ipateq et
“MA/MTS Madani Alauddin
di SWP II.A pada Blok
IILAL
o - Masjid Muhammad Cheng
Penyediaan dan Ho di SWP IILB pada Blok | APBD Penanggulangan
1.1.2 | Pemeliharaan Tempat HLB2 Kabupat Be
Evakuasi Sementara o ; paten geang
- RS Yapika di SWP III.C pada
.C.2
pada Blok IIL.A.2
Penyediaan dan Universitas Islam Negeri
113 | pemelinaraan Tempat | Alauddin Makassar di SWP ;:’E‘[I’ . gmmzsulans-n
Evakuasi Akhir 111.C pada Blok IIL.C.1 paten SHEAT
Pengendalian Operasi
dan Penyediaan Sarana
Prasarana
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana (Penyediaan : APBD Pena langan
114 | Areal Evakuasi pada Koridor Tun Abdul Razak Kabupaten Bencgﬁu ng
Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Taman &
Lapangan Olah Raga
dn,_n!-..a.".;;mem‘.
Pengendalian Operasi
dan Penyediaan Sarana
Prasarana
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana (Penyediaan
Areal Evakuasi pada
1.5 lSJﬁr;:Il‘na (:?E:‘:::Jmum Koridor Tun Abdul Razak AEBD) Penanggulangan
s Kabupaten Bencana

Kantor Kelurahani,




Penibadatan,

Pendidikan)
e

ng:
Pemeliharaan Sarana

-Jalan Tun Abdul Razak di
SWP [ll.A, SWP LB, dan
SWPIILC

dan Prasarana P n
Penanganan Kebakaran : APBD
2581, (Pemas Rambi Koridor Tun Abdul Razak Kabupaten 1 gcbakaran dan
Evakuasi pada enyelamatan
Kawasan Rawan
Bencana Kebakaran)
c Perwujudan Jalur Sepeda
1 Program Penyelenggaraan Jalur Sepeda
-Jalan Aroepala di SWP [ILA
-Jalan Abd. Kadir Dg. Suro
di SWP lILB dan SWP IIL.C
Pengembangan dan -Js;l,;nnl;{ ;s;:!: SD“%PBI;:Iana d APED Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1 | Pembangunan Jalur _Jalan ’l‘.umungupa E‘ya di Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan
Feneda) SWP ILB dan SWP IILC Ruang Ruang
-Jalan Tun Abdul Razak di
SWP IILA, SWP IILB, dan
SWPILC
~Jalan Aroepala di SWP [ A
-Jalan Abd. Kadir Dg. Suro
di SWP 1ILB dan SWP IIL.C
£ -Jalan Mustafa Bunga di . 9
Operasi dan SWP IILB dan gﬂg'l, lll.g APBD Pekerjaan Pekerjaam Umum
12 | Pemeliharaan Jaringan | _ Jalan Tmmum Raya di Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan -
HalnzBapeda SWP IILB dan SWP IILC Ruang Ruang
-Jalan Tun Abdul Razak di
SWP LA, SWP IILB, dan
SWPuLI.C
-Jalan Aroep i SWP IILA
-Jalan Abd. Kadir Dg. Suro
di SWP IILB dan SWP IIL.C
Penyediaan Fasilitas 'éa‘:l;nn];‘;‘;:r: SD‘)%‘,BI;'ES’ di APED Pekerjaan Pekerjaam Umum
I8 Pendukung Jalur - Jalani T;amang ap Rnya & Provinsi Umum dan Tata | dan Penataan >
Eapedal SWP LILB dan SWP 11.C Ruang Ruang

Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki




1 Program Penyelenggaraan Jaringan Pejalan Kaki
Pengembangan dan = n Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1 Pembangunan Jaringan ;;,P’énn}:gd;;’l;mﬁood' AFPBP i i Umum dan Tata | dan Penataan
Pejalan Kaki i F : Ruang Ruang
Operasi dan — " Pekerjaan | Pekerjaam Umum
1.2 | Pemeliharaan Jaringan #W]‘;nl#g ;:";wﬁ%d' lA,PBD . Umum dan Tata | dan Penataan ]
Peialan Kaki E - —— Ruang Ruang
Penyediaan Jalur ST n Pekerjaan Fekeqnam Umum
E Jalan HM Yasin Limpo di APBD
13 Pmy_vebrungnn Pejalan SWP IILC dan SWP [IL.D Provinsi " Umum dan Tata | dan Penataan
Kali Ruang Ruane
un PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
A | Perwujudan Zona Lindung . o e il i i
a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat
1 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
enting e
e uan,
Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik
Rencana Pembangunan | - SWP IILA pada Blok IILA.1
dan Penetapan Lokasi dan Blok I1L.A.2
Pengadaan Tanah - SWP IILB pada Blok 1I1.B.1 Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
1.1.1 | untuk Kepentingan dan Blok 111.B.2 APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan
Umum (Penyusunan - SWP 1IL.C pada Blok llL.C.2 Rakyat Ruang Ruang
Rencana Tindak - SWP II1.D pada Blok 1ILD.1
Pengamanan dan dan Biok IILD.2
Pembebasan Lahan
Kawasan Sempadan
Sugiailkanall
emberitahuan,
Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik
Rencana Pembangunan
e i I deWP BI}:"? I,];[.:; Blok IILA.1
Begariaag. Tanah -SWP IILB pada Blok ILB.1 Pekerjoan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
Lo g" ;ep;nb?b?n dan Blok [IL.B.2 APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan -
mum ( san -SWP IILC pada Blok IILC.2 Rakyat Ruang Ruang
Lahan Sempadan
- SWP [I1.D pada Blok IIl.D.1
Sungal/Kanal Untuk dan Blok 1LD.2
Pembangunan
Infrastruktur, Sarana
dan Prasarana Sebagal
Funegsi RTH dan RTNH]
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat




Pendataan dan
Pemetaan Pengamanan

e

- SWP lILA pada Blok IILA.1
dan Blok IILA.2

-SWP III.B pada Blok IIL.B.i

Pekerjaan Umum

Peker jaan

Pekerjaam Umum

2318 dan Blok II1.B.2 APBN dan Perumahan Umum dan Tata = dan Penataan -
ﬁ‘"‘:?/",(f;:"“’“ _SWP I1L.C pada Blok IILC.2 Rekyat Ruang Ruang
ng -SWP IILD pada Bilok IILD.1
dan Blok I11.D,2
-SWP IIl.A pada Blok 1ILA.1
Penyusunan Rencana dan Blok 1I1.A.2
Tindak Pengamanan -SWP IILB pada Blok IILB.1 Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
2.1,2 | dan Pembebasan Lahan dan Blok 1I1.B.2 APBN dan Perumahan Umum dan Tata = dan Penataan >
Kawasan Sempadan - SWP III.C pada Blok III.C.2 Rakyat Ruang Ruang
Sungai/Kanal -SWP 11D pada Blok IILD.1
dan Blok II1.D.2
- SWP IILA pada Blok HLA. i
Pemasangan Papan dan Blok IILA2
Infornasi/ Peringatan -SWP [I1.B pada Blok III.B.1 Pekerjaan Umum Pekerjaan Pekerjaam Umum
2.1.3 | Ketentuan Kawasan dan Blok III.B.2 APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan
Sempadan - SWP {II.C pada Blok IIL.C.2 Rakyat Ruang Ruang
Sungai/Kanal - SWP HILD pada Biok I1L.D.1
dan Blok II1.D.2
P
enAtAANEAwasaD] -SWP [ILA pada Blok NILA.1
Fempadan dan Blok lLA2
Sungai/Kanal Untuk | _swp B pada Blok I1B.1 Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
2.1.4 | Menunjang Normalisasi | . groyc 1 g2 APBN dan Perumahan | Umum dan Tata | dan Penataan
gan Revitalisasi Sungai, | _swp 11, pada Blok I11.C.2 Rakyat Ruang Ruang
engembangan Wisata | _gyp 1D pada Blok ML.D.1
Sungai/Kanal Dan dan Blok 111.D.2
Penyediaan RTH
b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

P uan,
Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik

Rencana Pembangunan Ruang
dan Penetapan Lokasi - APBD ~ Perumahan

1.1.1 | Pengadaan Tanah Koridor Tun Abdul Razak Kabupaten - Kmvnsafl Swasta
untuk Kepentingan - Swasta Permukiman
Umum (Pengadaan dan
Lahan Untuk Pertanahan
Pemenuban Kebutuhan Lingkungan
RTH Publik] Hidup

2 Program Pengelol K k Hayati (KEHATI)




- SWP [ILA pada Blok IIL.A.1
Peningkatan Kuantitas dan Blok IILA.2 Ruang
dan Kualitas - SWP [I1.B pada Blok IILB.1 - APBD Perumahan
2.1.1 | Ketersediaan RTH dan Blok I.B.2 Kabupaten Kawasan Swasta
minimal 30% dari Luas | -SWP [II.C pada Blok 1II.C.1 - Swasta Permukiman
Wilayah Perencanaan dan Blok III.C.2 dan
-SWP [II.D pada Blok lI1.D.1 Pertanahan
Lingkun;
Hidu,
Pekerjaan
Pengelolaan Ruang . APBD Umumdan
Terbuka Hijau (RTH) . Penataan
21.2 (Pembuatan Taman Koridor Tun Abdul Razak g:un;;urzn Ruang Swasta
KotaBaru) . .« Lingkungan
Hidu
Pengelolaan Ruang . Zﬁ:?_:::n
Terbuka Hijau (RTH) = APBD Penataan
2.1.3 | (Pembuatan Ruang Koridor Tun Abdul Razak Kabupaten Rua: Swasta
Publik Terpadu Ramah - Swasta Lingrl'gmgnn
Anak (RPTRA)) Hiduo
Pengelolaan Ruang Pekerjaan
Terbuka Hijau (RTH} . APBD Umumdan
(Pembangunan Taman, 5 Penataan
2.1.4 Lapangan Terbuka & Koridor Tun Abdul Razak ls(::;gaun Ruang Swasta
Olah Raga Skala e Lingkungan
Kecamatan) Hiduo
engelolaan
Terbuka Hijau {RTH) = - Pekesi
(Pembuatan Taman Uemf::rl:::n
Linglkungan /ABED) Penataan
2.1.5 | Perumahan Dengan Koridor Tun Abdul Razak Kabupaten Russ Swasta
Konsep Taman Air - Swasta - Linek?msm
Untuk Penyediaan Hidup
Kolam Retensi/ Detensi
Air)
" Pekerjaan
Pembuatan Aturan Umumdan
Kewajiban Penyediaan Pepatagy
RTH Publik Pada APBD Ruang
216! Kamasan:BidiiDaya A Koridor Tun Abdul Razak Kabu paten Perumahan Swasta
(Perumahan, Industri, . Swasta Kawasan
Pergudangan, Permukiman
Perkantoran, SPU, dan
Perdagangan dan Jasa) Pertanahan
—_—




- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan
P:nannmar:rdan APED Umumdan
Perawatan Taman pada Penataan
217 Sub-Zona T SWP 1ILD pada Blok IIL.D.1 gnbupaun Ruang Swasta
Kelurahan SARLS) - Lingkungan
Hidu;
Pemeliharaan Taman APBD g:::;‘;lm
2.1.8 | pada Sub-Zona Taman SWP I11.D pada Blok I11.D.1 Kabu paten Rua: Swasta
Kelurahan Swasta uang
Lingkungan
Hidun
* Pekerjaan
Penyediaan Sarana dan APBD Umumdan
Prasarana Pendukung Penataan
219 pada Sub-Zona Taman SWP Ii1.D pada Blok II{.D.1 Is(:::galen Riring Swasta
Kelurahan Linglkungan
Hiduo
+ Pekerjaan
Pemeliharaan Sarana APBD Umumdan
Dan)Bfasdrans SWP IILD pada Blok IfL.D.1 Kabupate Benstaan s
2.1.10| penduaung pada Sub- ii2h pacigiiiohy (1110} A Epatm Ruang raatE)
Zona Taman Kelurahan - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan
Umumdan
Penanaman dan APBD
2.1.11 | Perawatan Taman pada | SWE }llig pade g}ot 11}:;;11 Kabupaten ;:nanan Swasta
Sub-ZonaiTaman RW, | i LILE;pada BlokGlILB. Swasta juang
« Lingkungan
Hiduy
Pekerjaan
Umumdan
Pemeliharaan Taman APBD
- SWP IlL.A pada Blok IIL.A.1 Penataan
2! 1592 WA Sub-Zona Taman _SWP [ILB pada Blok [ILB.1 g:::';:ten Ruang Swasta
. Lingkungan
Hidup
Fe;efpan
Penyediaan Sarana dan APBD Umumdan
Prasarana Pendukung - SWP IILA pada Blok HLA.1 Penataan
2.1.13| . da Sub-Zona Taman | - SWP IILB pada Blok HLB.1 Habueaten Ruang Swasta
RW P - Lingkungan
Hiduo
Pemeliharaan Sarana APBD - Fuekerjnn
Dan Prasarana - SWP [ILA pada Blok lll.A.1 mumdan
2114 pendukung pada Sub- | - SWP IILB pada Blok IILB.1 Hahupain Penataan Swas(s;
Zona Taman RW Ruang
—_—




ingkungan

Hidui
Perumahan

Pendataan dan l;awas:?
Penguku 5 'ermukiman
2115 Pn?ul It -{;::lgam Koridor Tun Abdul Razak Alczﬁgpaten dan -
dan Privat Pertanahan
- Lingkungan
Hidup
Pembuatan = Perumahan
Kesepakatan Kawasan
Status/Legalitas APED Permukiman
2.1.16 aman Privat Koridor Tun Abdul Razak dan =
dengan Ahli Waris Kebupaten Pertanahan
untuk Pemanfaatan - Lingkungan
RTH Publik Hidup
= ~ Pekerjaan
enataan dan Umumdan
2.1.17| Pemeliharaan RTH 'm }Hg gl1°k A APBD Penataan
-1 i = . ok 111.B.1
untuk Fungsi Sub- SWP IIL.C Blok 11L.C Kabupaten Ruang
Zona Pemakaman K iCaBlok: TL.EA . Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan
Penyediaan Sarana dan Umumdan
2.1.1g | Praserana Pendukung cSBITIBIOGHITEAL APBD Penataan
.10 - SWP II1.B Blok ILB.1 =
pada.Sub-Zona SWP 1IL.C Blok ILC.1 Babypaten Ruang
Pemakaman > ' == Lingkungan
Hidup
= Pekerjaan
Pemeliharaan Sarana Umumdan
Dan Prasarana - SWP IILA Blok IILA.1 APBD Pen. Sag
2.1.19 - SWP III.B Blok I11.B.1 E
Pendukung pada Sub- | _gyp q11.C Blok I1.C.1 Kabupaten Ruang
Zona N " i - Lingkungan
Hidup
~SWP (LA pada Blok 1l1A.1  Pekerjoan
Pengawasan dan dan Blok IILA.2 APBD Umumdan
Pembinaan Kegiatan - SWP 1I1.B pada Blok II1.B.1 x Penataan
2.1.20 __da Sub-Zona Jalur dan Blok 11182 Sabipater Riirg Swasta
Hijau _SWP IILC pada Blok IILC.1 | . Lingkungan
dan Blok [11.C.2 Hidup
- SWP IIl.A pada Blok NIL.A.1 - aeﬂrjam
Penyediaan Sarana dan dan Blok lll.A.2B . . APBD gmumdan
Prasarana Pendukung - SWP I11B pada Blok IILB. ‘enataan
2121 | L da Sub-Zona Jalur dan Blok IILB.2 | Helygatn Ruang Bxasta
Hijau - SWP IIL.C pada Blok IILC.1 Lingkungan
dan Blok 11.C.2 Hidup
Pemelibaraan Sarana | -SWP LA paca Blok LA | Rope - Pekerjaan
2.1-22| nan Prasarana dan Blok 1ILA.2 et et Umumdan Swasia




Danau Jenemirasa
Untuk Konservasi
SumberAir}

Perwujudan Zona Pertanian

Pendukung pada Sub- WP 1I1.B pada Blok IILB.1
Zona Jalur Hijau dan Blok 1ILB.2 Ruang
-SWP III.C pada Blok 111.C.1 « Lingkungan
dan Blok NILC.2 Hidup
c Perwujudan Zona Badan Air
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air
- LA pa LAl
dan Blok II1.A.2
g 9 -SWP I11. .B.!
Norma_hnm/Rulorufxl A BI(I)E “ﬁa ga2Blok HLE.L Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
11.1 | Pemeliharaan Sungai - SWP ILC pnda Blok iLC.1 | APBN dan Perumahan Umum dan Tata | dan Penataan
(Normalisasi Kanal) dan Blok I1.C.2 — Rakyat Ruang Ruang
- SWP 111D pada Blok 1IL.D.1
dan Blok 11.D.2
Evaluasi dan
Rekomendasi Teknis
(Rekomtek])
Pemanfaatan SDA WS
Kewenangan : . ;
Pekerjaan Umum | Pekerjaan Pekerjaam Umum
11.2 '(;‘:gm/:m _SWP IILD Blok LILD. 1 APBN dan Perumahan | Umum dan Tata | dan Penataan
Pengendalian Pada Rakyat Ruang Ruang
Daerah Sempadan

T

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana P

pada Sub-Zona Tanaman Pangan

Pemberian Insentif SWP IILC pada Blok lILC.2 | - APBN

1.1.1 | Lahan Pertanian Milik -SWP HILD pada Blok l11.D.1 - APBD Pertanian Pertanian Pertanian
Masyarakat dan Blok 111.D.2 Kabupaten
BeningiamaiSamna _SWP IILC pada Blok ILC.2 | - APBN

1.1.2 | Pembibitan, Alsintan | _oyp 11y pada Blok 1LD.1 | - APBD Pertanian Pertanian Pertanian
gae‘;'a:i“’""" Begi dan Blok IILD.2 Kabu paten




Pangan
Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian

- SWP IIL.C pada Biok II1.C.2

- SWP II1.C pada Blok [IL.C.2

2.1.1 | Pangan -SWP IILD pada Blok liLD.1 | APBD Pertanian
Berkelanjutan/KP2B dan Blok IILD.2 Kalbdpaten
dan Lahan Cadangan
Berkelanjutan /LCP2B i
3 Program Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan

dan Blok [IL.D.2

3.1.1 | dan Prasarana -SWP IILD pada Biok D1 | APB0 Pertanian
Penyuluhan Pertanian dan Blok IIL.D.2 AR
T Pangan
Pengembangan
Agrobisnis Sub - SWP II1.C pada Blok I11.C.2 APBD

3.1.2 | Pengolahan dan -SWP [I1.D pada Blok IILD.1 bl saten: Pertanian
Pemasaran Tanaman P

an Dam

- SWP [IL.C pada Blok Il1.C.2

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Sub-Zona Tanamen Pangan

aogananyiampac APED i
4.1 Perubahan lklim {DP]) - SWP [LD pada Blok IIL.D.1 Kabu Pertanian
paten

Tanaman Pangan lan Biok II1.D.2

Pennnggulangan_?ua - SWP 111.C pada Blok II.C.2 APED A —
4.1.1 | Bencana Alam Bidang - SWP [ILD pada Biok IIL.D.1 Kabupaten Pertanian

Ti Pangan dan Blok 1IL.D.2

e
b Perwujudan Zona Pariwisata

111

| Belania)

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Sub-Zona Pariwisata

engembangan
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
(Pembangunan dan
Pengembangan Wisata
Kuliner dan Wisata

ya

SWP IILD pada Biok II1.D.1




Pengembangan Daya

rasigWisata Pekerjaan
:;abupa!en/Kol:hn + APBD Umum dan
= : Penataan Swasta
1.1.2 Pengemt Sa SWP 111D pada Blok Ii1.D.1 ls(:v:gahn E
Dan Prasarana Wisata - Pariwgisata
Kuliner dan Wisata
Belanial
- Pekerjaan
;::wujudu RTH privat anmdan:
na Pariwisata Penataan Swasta
113 | o, Minimal 20% SWP [ILD pada Blok I11.D.1 Swasta B
Dari Luas Kaveling 5 Pnriwgisam

Perwujudan Zona Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

Umum/Rumah Susun

dan Blok 1IL.C.2

i i jaan
Komitmen Penerbitan | _qywp 1 A pada Blok LA Pelegaan
g:;g‘:e;mm - danjBloialL AL X LB Penataan
; - SWP lILB pada Blok ML.B.1 B

KJV_vnSInPennmu dacrBlolglI B2 £ IA(APE aten ] P:::a.hnn, Swasta
LL1 | Terintegrasi 5 -SWP IL.C pada Blok I11.C.1 Ky e

Bk dan Blok [1.C.2 e

L::‘“:"g“";'r::’n“ . SWP IILD pada Blok NILD.1 e

ngem

Perumahan (fnfill dan, Bol, ILD:2 Pertanahan

Development))

Koordinasi dan - ll::::cmaanm

Sinksgnisasi -SWP LA pada Blok LAl i

Rengeptialian dan Blok ML.A.2 =

— - =SWRIIUB: padaiBGIILIEN APBN Peker jaan Umum Penataan

EespemPanpany dan Blok 11L.B.2 L R s e x
1.1.2 | Kawasan Permukiman | gwp pyc pada Blok 1I1.C.1 || e SenE|

ganyBeruukiman dan Blok 11L.C.2 e

Kamuhi(Repagtan -SWP IILD pada Blok ILD.1 e

danpenataan dan Blok II1.D.2 L

Pembangunan Rumah e

Swadaval Foa

icondinasicen; SWP IILA pada Blok [1LA.L e

Smkm'mnn Kerjasama dan Blok LA.2 L ek

Pemerintah dengan - SWP IIL.B pada Blok IIL.B.1 Kabu paten Ruang —
1.1.3 | Badan Usaha {KPBU) dan Blok [IL.B.2 M e

Beimahan - SWP [IL.C pada Biok IIL.C.1 BegunsT:

Umum (Pengembangan

Per




] Rumah Susun

-SWP IIL.D pada Blok 1I11.D.1

Komersial {Apartemen, dan Blok 111.D.2 Pertanahan
Komodomunium, dll})
-SWP IILA pada Blok IILA.1 Lp,f‘n‘ﬁ?n‘;:n
dan Blok 11LA.2 Pénatssn
Pengemt Sub- - iNnPBl]l‘l’E K;ﬁagaz Blok IILB.1 _ APBD Ruang
1.1.4 | Zona Perumahan SWP II.C - d- Kabupaten Perumahan, Swasta
Kepadatan Sed - .C pada Blok IlI.C.1 = = K
5 ROE dan Blok JILC.2 = i
Permukiman
- SWP 111D pada Blok 1il.D. 1
dan Blok I111.D.2 Pertanahan
Pekerjaan
-SWP IIL.A pada Blok 11L.A.1 Umumdan
dan Blok 11LA.2 Penataan
Pengembangan Sub- -SWP IILB pada Blok ILB2 | . APBD Ruang
1.1.5 | Zona Perumahan - SWP IIL.C pada Blok 111.C.1 Kabupaten - Perumahan, Swasta
Kepadatan Rendah dan Blok lII.C.2 - Bwasta Kawasan
-SWP IIL.D padaBlok [11.D.1 Permukiman
dan Blok [1.D.2 dan
Pertanahan
Pekerjoan
Umumdan
e Peaataan
Perwujudan RTH Privat | _gwp 1B pada Blok 11LB.1 Busng
Sub-Zona Perumahan 8 Elo’k fiB2 =k ~ APBD Perumahan,
1} Kepadatag)Sedang -SWP HILC pada Blok HIL.C.1 KAkNpaien Hamesan S
Dngan Minimal 20% AR e =2 | Swasta Permukiman
Dari Luas Kaveling LA dan
-SWP IILD pada Blok I11.D.1 P oo
dan Blok 01.D.2 Linglu
Hidu:
Pekerjaan
Umumdan
- SWP IILA pada Blok IILA.1 Penataan
Perwujudan RTH Privat dan Blok IILA.2 Ruang
Sub-Zona Perumahan - SWP IILB pada Blok II1.B.2 « APBD Perumabhan,
1.1.7 | Kepadatan Rendah -SWP II1.C pada Blok IIL.C.1 Kabupaten Kawasan Swasta
Dngan Minimal 25% dan Blok III.C.2 - Swasta Permukiman
Dari Luas Kaveling -SWPIIL.D padaBlokIILD.1 dan
dan Blok HILD.2 Pertanahan
- Lingkungan
Hidup
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU}




Penyediaan Prasarana,

Program Kawasan Permukiman

s , dan Utilitas - SWPBI}I.Q l;ﬁa:a:Blok I.A.1 it =
Umum di Perumahan TS T Penataan
s - SWP lILB pada Blok III.B.1
untuk Menunjang - APBD Ruang
f . dan Blok 1IL.B.2
2.1.1 | Fungsi Hunian Kabupaten - Perumahan, Swasta
q - SWP IIL.C pada Blok IIL.C.1
{Penyediaan PSU dan Blok 1I1.C.2 Swasta Kawasan
BumatiSwadays, -SWP [ILD pada Blok IILD.1 Permuldman
Rumah Umum dan 3 Bl’klllDQ ok {IL.D. dan
Komersiall b Pertanahan
enyediaan arana,
Sarana, dan Utilitas - Pekerjaan
Umum 'di Perumehan E SWPBIP':: gfﬂ‘zmw liLa. Umumdan
untuk Menunjang e i Penataan
. - SWP IILB pada Blok IIL.B.1
Fungsi Hunian jan Blok 1IL.B.2 « APBD Ruang
2.1.2 | (Pendataan dan s Kabupaten " « Perumahan, Swasta
A -SWP lIL.C pada Blok I11.C.1
Pemetaan Kewajiban jan Blok 111.C.2 = Swasta Kawasan
Benyed WP IILD pada Blok IILD.1 Rermultiman
Fasum/Fasos dan RTH 'Sl Blok 1‘[’1‘0‘2 R dan
Perumahan Oleh — Pertanahan
Pengembang)
—
3

Pertanahan

Perencanaan
- SWP lILA pada Blok IILA. 1 ﬁ'k"‘b‘.‘"g““a"
dan Blok 11.A.2 L “;:’:;“m
Survei dan Penetapan 'iv‘vnpslllis [ﬁagzm B - APBN Pekerjaan Umum Penataan
301 | ot permiinas | SR g it | AP0 [t Fenan e
Lo dan Blok 1II.C.2 pa e
-SWP 11D pada Blok IILD.1 = “‘ki
dan Blok 1LD.2 d::"“ A
Pertanahan
- Perencanaan
Pembangunan
—_ - SWP IILA pada Blok IILA.1 "
'S(mkmn?:als?-n daoiBlokg/I A2 i f;l:?::l;\
Pengendalian Penataan | ~ SHIG-LL Bipace) BlolJIIIB. 1 ~ APBN Pekerjaan Umum Penataan
a1l Baigasan/Rirern] o - APBD dan Perumahan R
s nel:zungl:rl;xur‘nnn“;(t:;;‘:: = IILC pada Biok IIL.C.) Kabu paten Rakyat P::;gnhnn T
. dan Blok 111.C.2 - :
(Evaluasi Penanganan | swp JILD pada Blok I1LD.1 amaseg
'ermukiman Kumul ) dan Blok Il1.D.2 d:;mu man




o asi d + Perencanaan

f,e‘"';":n’:i‘;hm - SWP IILA pada Blok IILA1 | f;:r:;ﬁ“““
dan Blok 11LA2
;:“m"f;’"“"ﬂ,‘“‘“ ajpa | -SWPILB pada Blok B4 [ 0 L. Smumdan
ayg | Pemugaran/Peremajea | oy Bok 115.2 e e e Ru
- i : - SWP IlLC pada Blok IIL.C.1 | erumiahian ang

(Peningkatan Kualitas dan Blok IIL.C.2 Kabu paten Rakyat  Perumahan,

i = Kawasan

: _SWP IILD pada Blok LD, 1 :

“'“'“3"‘“ = dan Blok 1I1.D.2 i
dan RTLH) Pertanahan
LT

Perwujudan Zona Sarana

Pelayanan Umum

114.1)

Penataan Pendidikan
Tinggi pada Sub-Zona

Prasarana dan Utilitas
Sekolah pada Sub-Zona
SPU Skala Kota

Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah pada Sub-Zona
SPU Skala Kota

Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah pada Sub-Zona
SPU Skala Kecamatan

Program Pengelolean Pendidikan

-SWP [ILA pada Blok IILA.1
dan Blok IILA.2
-SWP IIL.C pada Blok III.C.1

- SWP IILA pada Blok IILA.1
- SWP IIL.C pada Blok III.C.1

- SWP lILA pada Blok lILA1
- SWP II1.C pada Blok IIL.C.2

-SWP IILA pada Blok IILA.1
- SWP 111D pada Blok [IL.D.1

~ APBN
- Swasta

APBD
Provinsi
- Swasta

Kabu paten
~ Swasta

Kabupaten
~ Swasta

.~ Agama
- Pendidikan dan
Kebudayaan

Pendidikan

ekerjaan
Umumdan

Tata Ruang
- Pendidikan

Pendidikan Swasta

. Swasta

Umumdan
Penataan
Ruang

Swasta

Swasta




Rehabilitasi

Rehabilitasi dan
211 Pemeliharaan Rumah

- SWP IILB pada Blok IlL.B.2

- Pekerjaan
Sedang/Berat Sarana, - SWP [ILA pada Blok NIL.A.1 - APBD Umumdan
1.4.2 | Prasarana dan Utilitas - SWP IIL.C pada Blok 1ILC.2 Kabupaten s Penataan Swasta
Sekolah pada Sub-Zona | - SWP IIL.D pada Blok IILD.1 Swasta Ruang
SPU Skala Kelurahan - Pendidikan
- SWP IIL.A pada Blok IIL.A.L 3
i dan Blok ILA 2 o TR
1sailke '/‘ER“ ‘“g - SWP IiL.B pada Blok IILB.1 e SR =8
S | Kol Rmrg s |Gtk 2 g 0| e
PhQpada SWbZona | _SWP lILC pada Blok C2 | Eoancim
- SWP 111D pada Blok IL.D.1 e
Pembangunan « Pekerjaan
- SWP HLA pada Blok LAl
o gei“’l‘fi’f“"g -SWP 1B pada Bick ILB1 | * #T00 S anymdan A
= P;UI; pa.:angSul:rZ‘:ma - SWP HLC pada Blok IL.C.2 1 Swnstpa ;i Rn::lg By 2
SPU SkalaRW - SWP 111D pada Blok IIL.D.1 . Pendidik
2 | Program F han Upaya Keset P Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Skala Kelurahan

- SWP LD pada Blek HI.D.1

Sakit pada Sub-Zona | - SWP IILC pada Blok llic.2 | S¥asta Kesdlatdn fEac Ay Swasta
SPU Skala Kota
Rehabilitasi dan r Ui afm{:;“an
Pemeliharaan APBD

212 Puskesmas pada Sub- SWP JILB pada Blok 111.B.2 Kabupaten - E:::I;an -
Zona SPU Skala Kota Kesehatan
Pemba_nguna.q Fasilitas | - SWP IILA pada Blok IILA.1 . Pekerjaan
Kesehatan Lainnya dan Blok IILA.2 Umumdan

213 {Pembangunan Baru - SWP 1I1.B pada Blek IIL.B.1 APBD -

**% | Puskesmas Pembantu) dan Blok II1.B.2 Kabu paten Ruang

pada Sub-Zona SPU - SWP III.C pada Bleck 1I1.C.2 Kesehatan

Penataan, Rehabilitasi,
3.1.1 | dan Pemeliharaan
Masjid dan Mushola

Program Pengelolaan Peribadatan

-SWP [IL.A pada Blok [1LA.L
dan Blok 1ILA.2
-SWP IILB pada Blok IlLB.2

- APBD
Kabupaten
- Swasta

- Pekerjaan
Umumdan
Penataan

Ruang
-

Swasta




pada Sub-Zona SPU
Skala Kota

-SWP II.C pada Blok 1.C.1

Penataan, Eeﬂasnﬂmn,

dan Blok [I1.C.2
=R

- SWP IILA pada Blok IIL.A.1

Pekerjaan

dan Pemeliharaan -SWP IILA pada Blok llLA1 | - APBD Eﬂ."u’}::"an
3.1.2 | Masjid dan Mushola dan Blok I11.A.2 Kabupaten . Benatoa) Swasta
pada Sub-Zona SPU -SWP [ILD pada Blok I1I1.D.1 - Swasta R
Skala Kecamatan =i
Penataan, Rehabilitasi, -SWP IILA pada Blok Il1.A.1 -
5 dan Blok lILA.2 - Pekerjaan
gaajRemelharaay -SWP LB pada Blok 1LB.1 | - APBD Umumdan
3.1.3 | Masjid dan Mushola el e Kabupaten . Swasta
dan Blok [ILB.2 Penataan
pada Sub-Zona SPU SWP .G Bl 2 ~ Swasta R
Skala Kelurahan - .C pada Blok II1.C. uang
-SWP [1.D pada Blok I11.D.1
Penataan, Rehabilitasi, 5
dan Pemelit -SWP [ILA pada Blok I11L.A.l _ APBD - Pekerjaan
& - SWP [I1B pada Blok I11.B.1 Umumdan
3.1.4 | Masjid dan Mushola Kabupaten Swasta
pada Sub-Zona SPU -SWP IILC pada Blok I11.C.2 =" Penataan
Skala RW ~-SWP IIL.D pada Blok IiL.D.1 Ruang
il —
L] Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Perwujudan RTH Privat Umumdan
Sub-Zona SPU Skala | Bl 2 SHARED Penataan
4.1.1 ) - SWP IiL.B pada Blok IIL.B.2 Kabupaten - Swasta
Kota Dengan Minimal Ruang
e T R - SWP IIL.C pada Blok IL.C.1 Swasta e
o Dari Luas Kaveling | 4., gox 1.c.2 ingkungan
Hidup
Perwujudan RTH Privat Sekerja :.n
Sub-Zona SPU Skala - SWP IIL.A pada Blok liLA.l . APBD p"‘“m a1,
4.1.2 | Kecamatan Dengan dan Blok I1LA.2 Kabupaten Renataan Swasta
Minimal 30% Dari Luas | -SWP IILD pada Blok II1.D.] | - Swasta uang
Kaveling Lingkungan
Hidup
Perwujudan RTH Privar | ~SWP IILA pada Blok IILAL . Pekerjaan
dan Blok I[LA2 Umumdan
Sub-Zona, SRl Skalay SWP lILB pada Biok m.B1 | = APED P
4.1.3 | Kelurahan Dengan ¥ LBy pada e Kabupaten a enataan Swasta
Minimal 30% Dari Luas | C2n Blok ll.B.2 Swasta Ruang
Kaveli -SWP [ILC pada Blok lLC.2 | + Lingkungan
ling -SWP IILD pada Blok IILD.1 Hidup
Pekerjaan
Perwujudan RTH privat | - SWP II1L.A pada Blok IlLA.1 APBD Umumdan
41.4 | Sub-Zona SPU Skala -SWP IILB pada Blok IB.1 |~ p /0 Penataan
4% | RW Dengan Minimal -SWP MIL.C pada Blok II.C.2 e Ruang Swasta
30% Dari Luas Kaveling | -SWP LILD pada Blok 111.D.1 1 Lingkungan
Hidup

Perwujudan Zona Campuran




1 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona C: gah/Sedang

Koordinas: da

Sinkronisasi

Pemanfaatan Ruang

untuk Investasi dan

Pembangunan Daerah - SWP IILA pada Blok IILA.2 APED Pekerjaan Umum
1.1.1 | (Penataan dan - SWP 1II.B pada Biok lI1.B.2 AE DR dan Penataan

Pengembangan N— Ruang

Kawasan Campuran

Perumahan,

Petkantoran dan

P an Jasa)

Perwujudan RTH privat - Pekerjaan

Sub-Zona Campuran . APED Umumdan
11,0 | Intensitas - SWP IILA pada Blok MI.A.2 I . . Penataan Swasta

— Menengah/Sedang -SWP [LB pada Bick I1.B.2 L Swastpa Ruang
Dengan Minimal 20% . Lingkungan
Dari Luas Kaveling Hidup

e Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah

-SWP lILA pada Blok II1.A.1
padatSib-Zors dan Blok IL.A.2

Perdagangan dan Jasa

Skala Kota (Penataan - SWP II1.B pada Blok 111.B.2
dan Pengembangan
Kawasan Perdagangan
Jasa Pusat Pelayanan
Kota)

2 Program Peningk Penyelenggaraan P intahan, Kese jah Rakyat Dan Pengembangan

APBD
Kabu paten

Sarana dan Prasarana Umumdan

PKL (Penataan den - SWP 111.A pada Blok IILA.1 APBD Penataan
2.1.1 | Revitalisasi Kawasan dan Blok OLA.2 Kabupaten : Ruang
Sektor Informal) pade - SWP IIL.B pada Blok 111.B.2 Perdagangan

Sub-Zona Perdagangan 4 2
Perindustrian
dan Jesa Skala Kota T




Perencanaan Penataan
Sarana dan Prasarana . Pekerjaan
PKL (Penertiban PKL di Umumdan
Trotoar Jalan dengan -SWP IILA pada Blok IILA, 1 Penataan
2.1.2 | Penyediaan Pusat dan Blok TLA.2 APBD Ruang
Kuliner/Pusat PKL) -SWP HLB pada Blok B2 | Kabupaten Perdagangan
pada Sub-Zona dan
!s’g:ss;nsan dan Jasa Perindustrian
a Kota
Perencanaan Penataan | - SWP lILA pada Blok ILA 1 Pekerjaan
Sarana dan Prasarana -SWP HLB pada Blok III.B.1 Umumdan
PKL (Penataan dan dan Blok 111.B.2 APBD Penataan
2.1.3 | Revitalisasi Kawasan - SWP lIL.C pada Blok II1.C.1 Ka bu pate Ruang
Sektor Informal) pada dan Blok 1IL.C.2 paten Perdagangan
Sub-Zona Perdagangan | -~ SWP [I1.D pada Blok [ILD. 1 dan
dan Jasa Skala WP dan Blok I11.D.2 Perindustrian
Sarana dan Prasarana - SWP LA pada Blok 1IL.A.1 Pekerjaan
PKL (Penertiban PKL di | - SWP lILB pada Blok III.B.1 Umumdan
Trotoar Jalan dengan dan Blok 111.B.2 APED Penataan
2.1.4 | Penyediaan Pusat - SWP IIL.C pada Blok [IL.C.1 Kabupaten Ruang
Kuliner/Pusat PKL) dan Blok IILC.2 P Perdagangan
pada Sub-Zona - SWP IILD pada Blok IIL.D.1 dan
Perdagangan dan Jasa dan Blck 111.D.2 Perindustrian
Skala WP
Perencanaan Penataan Pckerjaan
Sarana dan Prasarana gmumdan
PKL (Penataan dan enataan
2.1.5 | Revitalisasi Kawasan | SWP [ILA pada Blok I.A.1 e Ruang
Sektor Informal) pada Lo Perdagangan
Sub-Zona Perdagangan dan
dan Jasa Skala SWP Perindustri
Perencanaan Penataan "
Sarana dan Prasarana Pekerjaan
PKL (Penertiban PKL di Umumdan
e ™ | SWP LA pada Blok A1 | APBD e
2.1.6 | Penyedi: t LA pal i
Kuliner /Pusat PKL) Kshupaten Perdagangan
pada Sub-Zona dan -
Perdagangan dan Jasa Perindustrian
Skala SWP
Han I B 3 APBD Umumdan
311 | oo am"’g"“s‘ﬁ = Koridor Tun Abdul Razak Kabupaten B
Perparkiran) Buang




Rehabilitasi

Pekerjaan Umum

Perindustrian
- Pekerjaan
Umumdan
Perwujudan RTH privat Penataan
Sub-Zona Perdagangan | - SWP IILA pada Blok lILA.1 | . APBD Ruang
3.1.2 | dan Jasa Skala Kota dan Blok IILA.2 Kabupaten - Pe Swasta
dengan minimal 15% - SWP [11.B pada Blok [I1B.2 - Swasta dan
dari luas kaveling Perindustrian
Lingkungan
Hiduo
[ Peklex-jaan
- SWP [ILA pada Blok IIL.A.1 Umumdan
Perwujudan RTH privat | - SWP IILB pada Blok II1.B.1 Penataan
Sub-Zona Perdagangan dan Blok IIL.B.2 . APBD Ruang
3.1.3 | dan Jasa Skala WP - SWP HIL.C pada Blok III.C.1 Kabupaten - Perdagangan Swasta
dengan minimal 15% dan Blok [1.C.2 ~ Swasta dan
dari luas kaveling - SWP IILD pada Blok IIL.D.1 Perindustrian
dan Blok II1.D.2 =« Lingkungan
Hiduo
" Peke:]'aan
Umumdan
Perwujudan RTH privat Penataan
Sub-Zona Perdagangan « APBD Ruang
3.1.4  dan Jasa Skala SWP SWP 1ILA pada Blok IILA.1 Kabupaten + Perdagangan Swasta
dengan minimal 15% . Swasta dan
dari luas kaveling Perindustrian
+ Lingkungan
Hidup
f Perwujudan Zona Perkantoran
1 Urusan P intahan Daerah pada Sub-Zona Perkantoran

Gedung Kantor Lainnya

Sedang/Berat Rumah
1.1.1 | Gedung Kantor SWP I11.C pada Blok IIl.C.2 AKE\EE t dan Penataan
o paten R
(Revitalisasi Gedung uang
Kantor Kelurahan)
Rehabilitasi d
1.1.2 | Sedang/Berat Rumah SWP III.C pada Blok IIL.C.2 APBN Audit




Pemeliharaan/Rehabilit mr s i
asi Sarana dan APBD AL
113 b a Gedung SWP IIL.C pada Blok [I1.C.2 Kabupaten - ' dan Penataan -
Kantor Pemerintahan Ruang
A A - Pekerjaan
Perwujudan RTH privat . APBN Umumdan
Zona Perkantoran 3 Penataan
114 = H ok - - -
dengan minimal 30% SWP 1IL.C pada Blok [11.C.2 Q:i? = Audit ==
dari luas kaveling g . Lingkungan
Hidup
g Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Sistem Dan F )} F ional pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan
« Pekerjaan
Umumdan
1.1.1 | Peningkatan TPS3R SWP IILC pada Blok IIL.C.2 ‘K‘:ﬁpmn - . ;‘““’“ =
+ Lingkungan
Hidup
Sosialisasi dan
Pemberdayaan :
1.1.2 | Masyarakat Rangka SWP IIL.C pada Blok IIL.C.2 2': ﬁ e~ . . :‘i‘;ﬂ:;““gm —
Penyediaan Sarana P
TPS3R
h Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi pada Sub-Zona Pergudangan
Pemeliharaan Kawasan
Ea t':l ggm Perdagangan dan
e —. pada . .
LA | gecuai Pergudangan SWRIG Blaks HIiC1 Perindustrian
Yang Ada dan Akan
Ada di Dalam WP




- Pekerjaan

Perwujudan RTH privat
Sub-Zona Pergudangan

dengan minimal 30% SWP IILC pada Blol 111.C. 1

Umumdan

Penataan

Ruang

-~ Perdagangan
dan

Perindustrian

Lingkungan

deug
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 28. TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KORIDOR TUN ABDUL RAZAK TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB} maksimum 10%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%
d. luas kaveling minimum | - |
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
£ koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 15%
I | Ketentuan Tata Bangunan —
a | ketinggian bangunan (TB) maksimum 2lantai
b. | tinggi pe'il' lantai (dasar) bangunan -
“¢. | garis sempadan bangunan (GSB! minimum
- ialan kolektor — 10 meter
- jalan lokal S meter
- ialan lingkungan 3 meter
' d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter = = = ]
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
Il | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Prasarana minimal meliputi:
1) Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagal RTH;
2) Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangan bangunan pada daerah sempadan;
3) Jaringan Jalan dan Pedestrian sepanjang tepian danau dan kanal dengan lebar minimal 2 (dua) meter;
4) Sarana prasarana transportasi air, meliputi jembatan tinggi dan pencahayaan jembatan;
5) Pengelolaan sampah, meliputi menyediakan tempat sampah individual/bak sampah;

6) Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi;
7) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
| 8l Sistem peringatan dini;




b.

9) Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan
10) Jalur evakuasi bencana.

Sarana minimal meliputi:

1)

Bangunan prasarana sumber daya air.
mm—




Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang |

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

]
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% |
b. | koefisien lantai bangunan (KLB} maksimum 0,4 S
3 koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. | luas kaveling minimum =
‘e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum - or i
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 30% —
I | Ketentuan Tata Bangunan
a, | ketinggian bangunan (TB} maksimum 2 lantai
. b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan
c. . garis sempadan banganan |GSB| minimum == = =
alan kolektor e N
alan lokal = T =
{ alan lingkungan melen —— = =&
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter ) =11
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
taman;
2) Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;

3) Fasilitas rekreasi;
4) Pengembangan tutupan nonhijau 10% dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi,

estetika, atau penanggulangan bencana;
5) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan |

yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

6) Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;

7) Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih;

8) Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;

9) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

10) Sistem peringatan dini; dan

11) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:
1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan yang memakai perkerasan paving

blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;

2} Lampu penerangan;
3) Aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;

4| Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan




5) Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap 20% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter
tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk 24-<8 my), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah
{around coven.




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang — - |

a,___koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 130%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 06 —
c. | koefisien dasar hiiau (KDH) minimal 60% =T
d. | luas kaveling minimum ; -
e koefisien tapak basement (KTB] maksimum
f. | Kkoefisien wilavah terbangun (KWT) maksimum 40% —
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 2 lantai’ e =
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan | - 2 —— —
c. | garis sempadan bangunan (GSB! minimum |
- ialan kolektor i-
_-__Jalan lokal 1- = —
- _jalan linekungan = 3meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
e. | jarak bebas belﬂéang (JBB] minimum 2 meter
1l | Ketentuan Prasarana dan S Minimal

a, Prasarana minimal meliputi:

1) Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
taman;

2) Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;

3) Fasilitas rekreasi;

4) Pengembangan tutupan nonhijau 10% dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi,
estetika, atau penanggulangan bencana;

5) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan
yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

6) Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;

7) Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih;

8) Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;

9) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

10} Sistem peringatan dini; dan

11) Terlayanijalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:

1) Pejataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan yang memakai perkerasan paving
blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah ; |

2) Lampu penerangan;

3) Aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;

4) Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan

5) Ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang
(diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk 24-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak
dan/atau tanaman penutup tanah [groundicover).




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4
c koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%
d. | luas kaveling minimum = —
e. | koefisien tapak basement (KTB] maksimum I
£ koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 30% (KWT maksimum pada Pemakaman Cina sebesar 80%)
II | Ketentuan Tata Banounan
a. | ketinggian bangunan (TB)Tnaksimum 2 lantai
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan a
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- ialan kolektor 10 meter
|- _jalan lokal 5 meter
- jalan lingkungan = ‘3 meter
d. | jarak bebas antar bangunan minimal i
- jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter )
- jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter =
II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Prasarana minimal meliputi;

1)

2

Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi
pemakaman;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan
yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman berupa bioswale, rain garden, sumur resapan
dan biopori;

Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih;

Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;

Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

Sistem peringatan dini; dan

Terlayanijalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:

1

Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan yang memakai perkerasan paving
blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah ;

Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

Fasilitas kantor pemakaman;

Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan .
Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindune.




| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan {KDB) maksimum | 20% —

1
I a
b. koefisien lantai bangunan [KLB] maksimum 0,4 —
L c |_ koefisien dasar hiiau (KDH) minimal | 70%
d. | luas kaveling minimum
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum |
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 30% =
I | Ketentuan Tata Bangunan S -
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 2 lantai
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan i - —
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- __lalan kolektor 10 meter
- jalan lokal S5 meter
- jalan lingkungan 3 meter
d. | iarak bebas samping (JBS) minimum |2 meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum T 2 meter
_;u_ Ketentum Prasarana dan Sarana Minimal = = —

“Prasarana minimal ‘meliputi:

1) Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih

2) Pengembangan tutupan nonhijau 10% dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi,
estetika, atau penanggulangan bencana;

3) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhipya, dan dilengkapi dengan sistem memapen air hujan
yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

4) Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;

5) Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa pepyediaan wadah sampah berdasarkan jepis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan
pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari ipstansi terkait;

6) Signage/pepandaan/rambu-rambu mitigasi;

7) Sistem peringatan dini; dan

8) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:

1) Lampu penerangan;

2) Aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;

3) Hidran kebakaran;

4) Fasilitas keamanan pos jaga; dan

5) Vegetasi:

o Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada
tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak menganggu jalur
darurat, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur Panjang;

e Jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan groundcover,

o Pemilihanjenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visua! (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainyay;
dan

o Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah
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ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang =
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 10,2
G koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 70%
d. | luas kaveling minimum I- |
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - _ |
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 30%
I | Ketentuan Tata Bangunan —=
a, | ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai = =
T meter =
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan 0,5 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- ialan kolektor 10 meter
| - jalan lokal - 5 meter
| - ialan lingkungan 3 meter
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 meter ==
. Il | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Prasarana minimal meliputi:

Akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
Jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana

Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

1) Jaringanjalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
2)
3) Perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
4)
pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
S)
6) Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
7) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
8) Sistem peringatan dini; dan
9] Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sarana minimal meliputi:

1)
2)

3)
4

Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

Penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida,
pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;

Pos kelompok tani; dan

Gudang penvimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.




Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata (W)

T

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
. a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
I b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3 1,4 5 EF
Il c koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% 1]
| 'd. | luas kaveling minimum = . i —
Lie __kge_ﬁsien tapak basement (KTB) maksimum -
f. koefisien wilavah terbangun (KWT) maksimum 70%
II_| Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TBI maksimum 2 lantai =
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan — | 0,5 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan kolektor =
- jalan lokal -
- jalan lingkungan S meter
d._| jarak bebas samping (JBS) minimum 2 s.d 3* meter
_e. | jarak bebas belakang (JBB} minimum — 3 s.d 5* meter -
IIl1 | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2] Jalur keluar dan masuk kendaraan;
3) Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah
terhadap penyandang disabilitas;
4) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
S} Tersedianya sistem wireless pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembanganjaringan komunikasi;
6) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya,
7) Instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
8) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
9) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
10) Sistem peringatan dini; dan
11} Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:

1) Lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;

2) Pos keamanan;

3) Hidran kebakaran;

4} Taman,

5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

6) Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi;
7) Tempat ibadah; dan

8) Kantin/pujasera.




Keterangan :

*jarak bebas samping untuk bangunan berlantai 1 {satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter.

*jarak bebas belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter.



Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

1 | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a, koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum 72 m? =

e. | Koefisien tapak basement (KTB) maksimum 1= ——— ]

f__| koefisien wilayah terbangun (KWT} maksimum [ 80% I

I | Ketentuan Tat_a Bangunan ;

a. | ketinggian bangunan (TB] maksimum 4 lantai |

b._| tinggi peil lantai (dasar] bangunan 0,8 meter |

c¢. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum — = |

[- alan kolektor | 10 meter 1

- ialan lokal |5 meter T |
- jalan lingkungan 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum O(H), 3(V) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2(H), 5(V) meter

I | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal -

a. Prasarana minimal meliputi:

1) Jaringan jalan dengan lebar jalan lingkungan primer (poros/boulevard) minimal 6 m (enam meter), lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 m
(empat koma lima meter) yang dilengkapi saluran drainase;

2) Penerangan jalan;

3) Perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;

4) Sumber air bersih danjaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

5) Sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;

6) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

7) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

8) Penerangan jalan dan pedestrian;

9) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

10) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);

11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;

12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;

1) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

2) Sistem peringatan dini; dan

3} Terlayanijalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:

1) Taman lingkungan;




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sc'r.lah'g dengan kode R-3

2) Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;
3) Jalur hijau jalan;

4) Tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan/atau trotoar;
S) Tempat ibadah;

6) Lapangan olahraga;

7) Balai Warga;

| 8) Pos Keamanan;

9) Sarana pendidikan seperti TK dan SD;

10) Hidran kebakaran;

11) Perdagangan skala lingkungan; dan

12) Shelter angkutan umum

Keterangan :
H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V = Bangunan dengan jumlah lantai > 4 lantai



Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 ]

__1__| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang — i
._a. | Kkoefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 65%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 1.95
c. | koefisien dasar hiiau (KDH) minimal | 25%
|_d. | luas kaveling minimum Toom
_e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum i
f__ koefisen _wilayah terbangun (KWT) maksimum Y T ———
I Ketentuan Tata Baz_:gudx_mn
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai J
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan 1 meter |
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum |
- _jalan kolektor 10 meter
- jalan lokal S meter
. alan lingkungan 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBSI minimum OfH), 3(V) meter
6. jarak bebas belakang (JBB| minimum 2(H), 5(V1 meter

11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Prasarana minimal meliputi:

1) Jaringan jalan dengan lebar jalan lingkungan primer (poros/boulevard) minimal 6 m (enam meter), lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 m
{empat koma lima meter) yang dilengkapi saluran drainase;
2) Penerangan jalan;
3) Perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
4) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
5) Sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;
6) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
7) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
8) Penerangan jalan dan pedestrian;
9) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
10) Menyediakan sumur resapan atau Iubang resapan air hujan (biopori);
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;

12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
13) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
14) Sistem peringatan dini; dan
15) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:
1) Taman lingkungan;
2) Jalur hijau jalan;
3) Tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan/atau trotoar;
4) Tempat ibadah;
5) Lapangan olahraga;
6] Balai Warga;




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

7) Pos Keamanan;
8) Sarana pendidikan seperti TK dan SD;
9) Hidran kebakaran;

10) Perdagangan skala lingkungan; dan
11) Shelter angkutan umum.

Keterangan :

H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V= Bangunan dengan jumlah lantai = 4 lantai



Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum ___| 60%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB] maksimum 3,6 =T
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% =
d. | luas kaveling minimum
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | 60%
% koefisien wilayah terbangun (KWTI maksimum 70%
I | Ketentuan Tata Banlmnan .
a._| ketinggian bangunan “(TBI maksimum | 6 lantai —
b. | tinggi T i peil lantai (dasar} bangunan | 0.8 meter
c. | garis semnadan banzunan (GSB] minimum

- jalan kolektor 12,5 meter = e

- jalan loka] 5 meter

- jalan lmzkungan S meter
d. | jarak bebas samping (JBS| minimum 2 s.d 3* meter — e F "
e. arak bebas belakang (JBB) minjmum 3 s.d 5* meter .
III  Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal -

a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2} Penerangan jalan dan pedestrian;
3} Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
5) Sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu; X
6) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
8) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; ,
9) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
10) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (bioporil;
11) Penyediaan yvadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
12) Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
13) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
14) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; :
15) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
16) Sistem peringatan dini; dan
17) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:
1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke
tanah;
2} Taman lingkungan;

3) Menvediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box aarden per 1 (satu] meter persegi luas KDH;




4) Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;
5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

6) Tempat ibadah;

7) Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
8) Hidran kebakaran;

9) Shelter angkutan umum; dan

10| Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Keterangan :

*jarak bebas samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter.

*jarak bebas belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter.




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 3
a. koefisien dasar bangunan {KDB) maksimum 60%
b. koefisien lantai bangunan (KLB] maksimum 2,4
c. | koefisien dasar hijau (KDH} minimal 30% S — =
d. | luas kaveling minimum —— - !
e oefisien tapak basement (KTB) maksimum 2
f | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 170%
I | Ketentuan Tata Bangunan —_——
a. | ketinggian bangunan (TB} maksimum 4 Jantai
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan 0,8 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan kolektor 12 5 meter
- jalan lokal .
- _ialan lingkungan S meter —— 2 .

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum

€.

jarak bebas belakang (JBB) minimum

2 s.d 3* meter

3 s.d 5* meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Prasarana minimal meliputi
1} Jaringan jalan;
2] Penerangan jalan dan pedestrian;

3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

5) Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

6] Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;

dari instansi terkait;

15) Sistem peringatan dini; dan
b. Sarana minimal meliputi:

tanah;
2) Taman lingkungan;

5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

7} Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
8) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

9) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

10} Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);

11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi

12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
13) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

14) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

16) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke

3) Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;
4) Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;




6) Tempat ibadah;

Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
8} Hidran kebakaran;

9} Shelter angkutan umum; dan

10) Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Keterangan :

*jarak bebas samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimumn 3 {tiga) meter.

*arak bebas belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter.



I _Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a, koefisien dasar bangunan (KDB} maksimum 60%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8
c. . koefisien dasar hiiau (KDH) minimal | 30%
d. | luas kaveling minimum I ==
€ koefisien tapak b ent (KTB) maksimum -
Lk koefisien wilayah terbangun Mmaksimum | 70%
|_II | Ketentnan Tata Bangunan E = H
|_a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai =
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan 0,8 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum I
- jalan kolektor 12 5 meter
- jalan lokal S meter il
- jalan lingkungan S meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 s.d 3* meter
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 s.d 5* meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

)
tanah;

2) Taman lingkungan;

3) Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;

4} Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;

5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

a. Prasarana minimal meliputi:

10) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi

12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
13) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
14) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
15) Sistem peringatan dini; dan
16) Terlayanijalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:

Jaringan jalan;

Penerangan jalan dan pedestrian;

Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;

Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

dari instansi terkait;

Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke




Tempat ibadah;
| 7) Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; |
8} Hidran kebakaran;
I| 9) Shelter angkutan umum; dan
10} Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. J

Keterangan :

*jarak bebas samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter.

*jarak bebas belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter.



I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
_b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
G, koefisien dasar hiiau (KDH) minimal 30% .
d. luas kaveling minimum 1-
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 1= =
f koefisien wilayah terbaneun (KWT) maksimum 1 70%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 2 lantai
b. | tinggj peil lantai (dasar) bangunan 0,8 meter
¢. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan kolektor -
- jalan lokal 5 meter -
- jalan lingkungan S meter
d. | iarak bebas samping (JBS] minimum ' 2sd 3* meter
e. | iarak bebas belakang (JBBl minimum 3 s.d 5 meter
"I | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Penerangan jalan dan pedestrian;

3} Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

4) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

5) Sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu;

6) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
7) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

8) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

dari instansi terkait;

12) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

13) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
14) Sistem peringatan dini; dan

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
10) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkanjenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi

15) Terlayanijalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

b. Sarana minimal meliputi:

1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke

tanah;
2) Taman lingkungan;

3) Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;
4) Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;

5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

6) Tempat ibadah;




Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
Hidran kebakaran;

8

9] Shelter angkutan umum; dan

10} Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Keterangan :

%jarak bebas samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter.

*jarak bebas belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 3 (tiga) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter
sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter.



Zona Campuran dengan kode C

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

I
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
_b. | Kkoefisien lantai bangunan (KLB} maksimum 3,5
c. | koefisien dasar hilau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50%
£z koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 80%
I | Ketentuan Tata Bangunan
_a._| ketinggian bangunan (TB) maksimum S lantai —— :
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan 0.7 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan kolektor 10 meter
- jalan Iokal 5 meter
-__Jalan lingkungan 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2(H), 5(V) meter
e. | iarak bebas belakang (JBB) minimum 2(H), 5(V) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) Penerangan jalan dan pedestrian;
5) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

6) Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

7) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;

8) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

9) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

10) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

11) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);

12) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;

13) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;

14) Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi

15) Hidran umum ditempatkan pada areajalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

16) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

17) Sistem peringatan dini; dan

18) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana,

b. Sarana minimal meliputi:

1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air
ke tanah;

2) Fasilitas difabel pada ia_]ur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;




3) Taman lingkungan;
4) Menyediakan 1 {satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;

5) Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;
6} RTNH dan atau ruang sektor informal;

7) Tempat ibadah;

8} Pos keamanan;

9} Hidran kebakaran; dan

10) Shelter angkutan umum,

Keterangan :

H = Bangunan dengan jurnlah lantai maksimal 3 lantai
V = Bangunan dengan jumlah lantai 2 4 lantai



Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

b-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kod
_'_I' _ Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB} maksimum 70% — —
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,2 — — x
L. c koefisien dasar hiiau (KDH) minimal 15% -
| d. | luas kaveling minimum -
| _e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | 70% =
f. koefisien wilavah terbangun (KWT] maksimum | 85% —
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum [ 6 lantai
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan | 0,7 meter — i
c._| garis sempadan bangunan (GSB| minimum 1 |
- __ialan kolektor 10 meter |
-__ialan lokal S meter |
- ialan lin_zrkun 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS] minimum O{H), 3({V} meter
e. | jarak bebas belakang (JBB] minimum 2(H). 5(V} meter
I | Ketentnan Prasarana dan Sarana Minimal =

a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Penerangan jalan dan pedestrian;
3) Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
4) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
5) Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

6) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
7) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
8) Jaringan telckomunikasi menyatu dengan sistem kota;
9) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
10} Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, poiapengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
13) Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
14) Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
15) Hidran umum ditempatkan pada areajalur hijau jalan atau memanfaatkan arca GSB;
16) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
17) Sistem peringatan dini; dan
18) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:
1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke

tanah

2) Tempat bongkar muat;




| Fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
4) Taman lingkungan;
5) Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;
6) Ruang terbuka hijau privat wajib meneraplian konsep green roof;
1) RTNH dan atau ruang sektor informal;
7) Tempat ibadab;
8) Pos keamanan;
9} Hidran kebakaran; dan
10) Shelter angkutan umum,

Keterangan :

H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V= Bangunan dengan jumlah lantai 2 4 lantai



Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang i
a._ | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum _70%. - = =
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 128
&5 koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d.  luas kaveling minimum = —
e. koefisien tapak basement (KTBI maksimum 70%
f koefisien wilavah terbangun (KWT) maksimum 85%
O | Ketentuan Tata Bangunan
a, | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4 lantai
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan | 0,7 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB1 minimum
- _ialan kolektor 10 meter : =5
- ialan lokal 5 meter —
- jalan lingkungan 3 meter
. | iarak bebas samping (JBS] minimum O{H), 3(V) meter
e, | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2(H), 5[V1 meter
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal e

a, Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Pencrangan jalan dan pedestrian;
3) Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
4) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
S5) Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; '
6) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik:
7) Sumber listrik dan energj yang terintegrasi dengan sistem penycdiaan listrik perkotaan sesuai dengan hira.rkhinya'
8) Jaringan tclckomunikasi menyatu dengan sistem kota; ’
9) Jaringan drainase yang terintcgrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
10) Menyediakan sumur Fesapan atau lubang resapan air hujan (biopori); d
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
13) Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; :
14) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
15) Sistem peringatan dini; dan
16) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:
1) felegharan parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke
anah;
2) Fasilitas difabel padajalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
3) Taman lingkungan;
4} Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;
5) Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;




6) RTNH dan atau ruang sektor informal;
7) Tempat ibadah;

8) Pos keamanan;

9) Hidran kebakaran; dan

10) Shelter angkutan umum.

Keterangan :

H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V= Bangunan dengan jumlah lantai > 4 lantai



Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

1)

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan l-!:ang
a koefisien dasar bangunan (KDBj maksimum 70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
& koefisien dasar hiiau (KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum — T = =
e. | koefisien tapak basement (KTB] maksimum 70%
| f koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 85% B
II | Ketentuan Tata Bangunan —
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai
b. | tinggi peil_iax_\tax (dasar) bangunan 0,7 meter
¢. | garis sempadan bangunan (GSB] minimum
- jalan kolektor -
- jalan lokal -
- jalan lingkungan 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS| minimum O(H], 3(V] meter
e. | jarak bebas belakang (JBBI minimum | 2(H), 5(V) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal e -

a. Prasarana minimal meliputi:

Jaringan jalan;

Penerangan jalan dan pedestrian;

Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;

Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;

Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

10) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi

dari instansi terkait;

12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
13) Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
14) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
15) Sistem peringatan dini; dan
16) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:

Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke
tanah;

Fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;

Taman lingkungan;

Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;

Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof:




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
| 6) RTNH dan atau ruang sektor mfmma];
7) Tempat ibadah;
8) Pos keamanan;
9) Hidran kebakaran; dan
10} Shelter angkutan umum.

Keterangan :

H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V = Bangunan dengan jumlah lantai 2 4 lantai



Zona Perkantoran dengan kode KT

| Sub-Zona Perkantoran (KT)
i . Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang —
a_| koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%
_b. | koefisien lantai bangunan (KLB} maksimum 3,0
c. | koefisien dasar hiiau (KDH} minimal 30% -
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | 50%
f. koefisien wilavah terbangun (KWT) maksimum | 60% ey
O | Ketentuan Tata Bangunan _
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 lantai
b. | tinggi peil lantai (dasar) bangunan 0,8 meter =
c. | garis sempadan bangunan (GSB| minimum |
- jalan kolektor | 10 meter =
- alan lokal | -
- jalan lingkunean | 3 meter
jarak bebas samping (JBS) minimum | O(H), 3(V) meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum | 2(H), 5(V) meter
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal ik

a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Penerangan jalan dan pedestrian;
3} Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
4) Sistemjaringan dan pengolahan limbah terpadu;
| 5) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
6) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
7) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
8) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
9) Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat
berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;
10) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
11) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
12) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
13) Sistem peringatan dini; dan
14) Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:
1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air
ke tanah;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3) Tempat ibadah;
4) Hidran kebakaran;
5) Taman lingkungan:




Sub-Zona Perkantoran (KT)

6) Menyediakan 1 (satu) taman dalam pot atau planter box garden per 1 (satu) meter persegi luas KDH;
7) Ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;
8) Shelter angkutan umum; dan

9] Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Keterangan :
H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V = Bangunan dengan jumlah lantai 2 4 lantai



Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP
Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

|
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang s
[_a_| Kkoefisien dasar bangunan (KDB] maksimum_ 60% —
__b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 152 -
__c. | koefisien dasar hiiau (KDH) minimal 25%
[7d [ Tuas kaveling minimum E
. koefisicn tapak basement (KTB) maksimum - =
f. | koefisien wilavah terbangun (KWT) maksimum 75% L i =
1I |£etentunn Tata Bangunan =
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum ' 2 lantai
_l')_._ _tir_lgg_i peil lantai (dasar] bangunan | 0,6 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- ialan kolektor -
- _jalan lokal -
- jalan lingkungan 3 meter
d. | jarak bebas samping (JBS} minimum 2(H), 5(V) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2(H), 5(V) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal =
a. Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Penerangan jalan dan pedestrian;
3) Sumber listrik dan energi yang tcrintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
4) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
5) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
6) Tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain,
7) Tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah;
8) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
9) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
10} Sistcm peringatan dini; dan
11} Terlayanijalur evakuasi menuju tcmpat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi:
1) Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3) Tempat ibadah;
4) Kantor pengelola;
5) Bengkel;
6) Tempat cuci kendaraan;
7) Taman; dan
8] Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

b =

Keterangan :



H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V = Bangunan dengan jumlah lantai 2 4 lantai



Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

1 |
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% —
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum {21 I
c koefisien dasar hiiau (KDH) minimal | 20%
d. | luas kaveling minimum =
e: koefisien tapak basement (KTB] maksimum &
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 80%
I | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TBj maksimum | 3 lantai
b. | tinggi peil lantai (dasar] bangunan | 0,8 meter
c. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
|- _jalan kolektor 10 meter T X ]
- ialan lokal Smeter ]
- ialan lingkungan 3 meter —
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 2(H), 5(V) meter
e. JarEE bebas Belakang (JBB) minimum | 2(H), 5(V) meter

11 | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
~ . Prasarana minimal meliputi:
1) Jaringan jalan;
2) Penerangan jalan dan pedestrian;
3) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
4) Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5) Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
6) Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
7) Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
8) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
9) Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori};
10) Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi
dari instansi terkait;
11) Jaringan limbah (sewerage), sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk Sub-Zona Pergudangan;
12) Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
13) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
14) Signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
15) Sistem peringatan dini; dan
16) Terlayanijalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
b. Sarana minimal meliputi: -
1) Pelataran parkir kendaraan dan ruang terbuka non hijau yang memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke
tanah;
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3) Tempat ibadah;
4)'_Hidran kebakaran;




S) Taman lingkungan,
6) Shelter angkutan umum; dan
7) Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. ,J

Keterangan :

H = Bangunan dengan jumlah lantai maksimal 3 lantai
V = Bangunan dengan jumlah lantai = 4 lantai
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